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BUPATI LEBONG,

bahwa dalam rangha mewujudkan Pegawai Neged Sipil
Yang bi:_r_sih. berwibawa, ]_}zrxanggung jawab, memiliki
integritas dan pencgakan diziplin dalam menjalankan
tugas, diperlukan peningkatan disiplin Pegawal Negen

Bipdl di lingkungan Pemeriniah Kabupaten Lebong;

bahwa  untuk menjamin  peloksanaan pengatuban

hubkuman  disiplin dan sanksi administraf dilaknikan

secorsa  tepat guna dan  berhasil guna;  diperlulan
pedoman penjatuban hukuman disiplin Pegawai Negetd

‘Bipil di Lingloungan Pemeriniah Kabupaten Lebong:

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana

) dimaksud dalam huruf a dan hunf b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawiai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong,

Undang-Undang Nomor' 9  Tahun 1967 tentang
Pembentikan Propinsi Bengkuly [Lembaran Negara
Republik Indonesio Tabun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Nepars Republik Indopesia Nomer 28328),

Undang-Undang  Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembenbtakan - Kabupaten  Lebong  dan  Kabupaten
Kepalyang di Provinsl Benghulis ([Lembaran Negars
Republik Indanesia Tabun 2003 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4349):

Undang-Undang Nemor 12 Tahun 2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-TIndangan
(Lembaran MWegare Republik Indonesia Tahun 2011
Mamor 82, Tambahan Lembarsn MNegara Republilk
Indoniesia Nomor 5334), schagsimans telah  diubab
dengan Undang-Undang Nemor 15 Tahun 2019 tentang
Perubstian Atad Undang-Undang Nomor 12 Tehun 2011
teptang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
[Lembarar Negars - Republik Indonesia Trhin Zﬂbllji
Nomor 183, ‘Tambahan Lembaran MNegara Repu

Indonesia Nonmor 6398];
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatir

Sipil Megara (Lembaran Negara Republik Indanesia:
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Numer 5494);

5. Undang-Undang HNomor 22 Tahun 2014 leniang
Pemerintaban Daerah  (Lembaran Negars Eﬂﬂu_’:’hk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,_Tﬂmhﬂi139-l'l T—-ET'{bF’faﬂ
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaunans
telah dinbah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Noior 9 Tahun 2015 tentang Pernbahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara REPUhI‘k
Indenesia Tabun 2015 Nomer 58, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesta Nomor S679);

& Pepatifan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negedi Sipil (Letnbaran Negara Republik
indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Eepublik Indonesia Nomer 5133);

7. Petataran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Momor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republit Indonssia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 72 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peratursn Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah
{Lembaran Nepara Republik Indonesia Tabun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor G402);

8, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nemor 11 Talmn
2017 Manajemen Aparatur Sipil Negara;

0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk’ Hukum Dacrah (Berita
Negara Republik Indonesia Tshun 2015 Nomor H.'I:’:]-E-'l
Sﬂha:gﬂ'ltmﬂ.ﬂﬂ. telah diubhah denpan Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atag Peraturan Menteri Dalam Neger: Momor
B0 Tahun 20135 tentang Pernbentulean Produk H'ulmrn

Daerah [Berita Negara Republik Indonesi '
N e 15 publix Indonesia Tahun 2018

10. Peraturan Kepals Baden Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2010 tentang Kelentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Poegawai Neger; '

11. Peraturan Dacrah Kabnspaten Lebong Nomor 10 Tehun
2016 tentang Fembentukan dan Susunan Perangkat
Dacrah  Kebupaten Lebong (Lembaran  Daersh
Eabupaten Lebong Tahun 2016 Hnm_l:!.r 14,
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MEMUTUSKAN :

.' T PEGAWAIL
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG “’E‘m:humﬂf’l‘m

NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAR
HABUPATEN LEBCNG.

BAH 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan -

&

" B

Pemerintah Dasrah adalah Pemerintah Kabupaten Lebonig.

1, . ;
2. Bupati adalah Bupati Lebong selaku Pejabat Pembina Kepegawaiar.
3-
4
3

Sekretaris Decrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebang.

* Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong,

Pelangearan Disiplin adalah setiap ucapan, rulisan, -atau perbuatan
Pegawal Negeri Stpil yang tidak mensati kewajiban dan/ atau melanggar
farangan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakkan di
dalam maupun di Tuar jam kerja, o ;
Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatulikan kepada Pegawal
Neger Sipil karena mefanggar peraturan disiplin PNS. . . :
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnys disingkat PNS adalah Pegawal Negeri
Sipil di lingkungan Pemenntah Kabupaten Lebong. _

Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang
tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatublan kepadanya berupa
keberatan atau banding administratif. '

Keberatan adalah upaya administralil yang dapat ditempuh oleh FN3 yang
tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhikan oleh pejabat: yang
berwenang  menghiukuim  kepada  atason pejsbat  yang  berwenang
méﬂghlﬂmm.

10. Banding Administeatil -adalah upaya adminisiratif vang dapat ditempuh

oleh PNS yang tidak puas terhadap hukaman disipin  berupa
pemberhentian dengan hormat tidak atds permintsan sendiri atau
pemberhentian tidak dengan hormat sebagal PNS yang dijatuhkan oleh
pejabat yang berwenang menghukum, Kepada Badan Pertimi:aihgaﬂ
Kepegawsaian.

11. Sanksi Administratil adalah tindakan yang diberikan kepada NS yang

tﬁrhukti mE]ﬂkURﬂﬂ p&lan_gg&ffm“ti:rhﬂdap Epet-amrml P:nmdﬂ.flg— ga_“
selain peraturan mengenal disiplin PNS. undan

12, Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejubat vang berwenang

membentuk tim pemeriksa dengan surat perintah untule melakukan
pemeriksaan terhadap PNS vang diduga melakuken pelanggaran disiplin
dengin sncaman hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat

13, Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah ranglaian kegiatan rmulai dari

pemanggilan sampal dengan keputusan penjatuhan hulkum: isipli
i _ man  Diziplin

14. Badan Pertimbangan Kepegawaian yang selanjutnya disebut BAPEK adalah

jembags yang menangani banding administratif sengkets ke :
sehagai akibat pelanggaran disiplin, gl PEgAWRIAN

15. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang memiliki

kewenangan untuk menjatubkan hukuman disiplin kepada PNS vang
melakukan pelanggaran disiplin.

16, Atasan Langsung rdalah pejabat/atasan dan PNS yang diperiksa.



BAR I
RUANG LINGEUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bu
tewajiban dan Larangan;
P?langgamn dan Jenis Hulauman Disiplin;
Tim Pemeriksa:
Pemanggilan PNS;
Pemeriksaan PNS;
Berita Acara Pemerikssan dan Laparan Hasil Pemeriksaan;
Penetapan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disipling
. Upava Administratif;
Pemberlakuan dan Pendoloomentasian Keputusan Penjatuhan Hulkuman
Disipling dan -
Pembatasan Hak Kepepawaian.

nati ini meliputi

g Qoo H

oy

BAE I
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 3

Setap PNS wajib

1. mengucapkan sumpahjanji PNS;

2. mengucapkan sumpah/janji jabatan; o

3. setia dan taat sepenuhnyd kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1943, Negara Kesatudn Republik Indonesis dan
Pemerintah;

4. menaati segala ketenbuan peraturan perundang-undangan;

5. melaksanakan tugas kedinasan jyang dipercavakan kepada PNS dengan
penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawakb; _

6. tnenjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS;

7. mengutamiakan kepentingan negara daripada  kepentingan  sendid,
segearang dan/stau golongan; ' '

5. memegang rahasia jabatan yang menurul sifatnya atau menurut  perintah
harus .;Ii_r;h._a_aiﬂlmn; 4

0. belerja dengan jupur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan
kol ¥ .

10. u:f;glzfﬂrkﬂﬂ dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal
vang dapat membahayakan aian merugikan negara atau pemerintah
terntame dibidang keamanan, keuangan dan materiil,

11, masuk kerja dan menaat ketentuan jam kerja;

12 mencapai sasaran Kerja pegawai yang ditetapkan,

13, menggunakain dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-
sailerve; )

14. Emgeﬁkan pelayanan schaik-baiknya kepada masyarakat;

15. membimbing bawahan dalam melaksanalean tugas;

16, memberikan kesempatan kepada bawahan uniuk mengembangkan karier;

17. i?naati peraturan kedinasan yang ditetapkan cleh pejabat yang berwenang,



Beginn Kedun
Larangan

Fapal 4

Setiap PNS dilarang ;

2

13X
12,

13.

14.

&

menyalahgunalkan wowenang: .

menjadi perantars untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau
orang lain dengan mengepunakan kewenangan orang lain;
tanpa izin pemerintah menjadi pegawai alau bekerja un
danatau lembags atau srganisasi inlernasional;

tuk negara lain

. bekera pada perusahaan asing, konsultan asing atan lembaga swadaya

raasyarakat asing, . _ _
mermiliki, - menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan - atau
meminjambkan harang- barang baik bergerak atau tidak bergerak, dikumen
atian surat becharga milik negara secara Udak sah;

melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejewat, bawahan,
atay orang lain di dalam maupun df luare lingkungan kerjanya dengasn
tujian untuk keuntungan pribadi, golongan, atan pihak lain, yang ScCars
langsung atan Hdak langsung menigilan negara; i
memben atau menvanggupl akan memberi sesuatu kepada siapapin baik
spcars langsung atau tdak langsung dan dengan dalibh apapun urkiuk
diangkst dalam jabatan;

menerima hadiah atau suaty pemberian apa saje darl siapapun juga yang
terhubungan dengan jabatan dan/atay pelegaannys;

bertindal sewenang-wenang terhadap bawehannya;

omefalukan suatu tindakan atau tidak melallan suatu tindakan vang

dupat menghalangi atau mempersulit salah sain pihak yang dilayani

sehingpa mengakibatkan kerugian bagh vang dilayant;

menghalang berjalannya tugas kedinasan;

memberikan  dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan

Perwakilarr Balovat, Dewan Perwakilan Dasrsh, ateu Dewan Perwakilan

Bakyat Daerah denigan cara _

a. ikt serts schapni pelaksana kampanye;

b menjadi peseria kampanye dengan’ menggunakan atribub partal atag
atribuat PNS;

¢, sehapal peserta kampanye dengan mengerabhkan PNS lain; dan/aran d.

sehagal peserta kampanye dengan mengetinalan fasilitas negara;

¥

;. memberikan dukungar kepada calon Presiden /Wakil Presiden dengan cara -

4 membuat keputusan dan/etav tindakan yang menpunnin
merugikan satah  sabu  pasangan calon selsma ng;m E:::L;‘;:
clein f gdee ) k

b. mengadakan kegaiin yung mengacah kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon Yang menjadi peserta pemilu schelumm s-l.‘:ilamu, Hi
sesdah  masd kampeanye méliputi pertmusan, ajakan, ¥
seruan, atay pembedan barang kepada PNS dalam linglungan unit
kerjanya, anggata keluargs, dan masyarakan;

wemberikan dukungan kepada calon anggota Dewan B T

atau calon Kepala Dagrah/Wald] Kepala Dasrah dengan cara memberikan

aurat dukungan disértai [Olo kopi Kartu Tanda Pehduduk stau Surat

Keterangan Tanda Penduduk-sesual peraturan perundengundangan; dan

memberikan  dukungan  kepada cilon Kepala Daersh/Wakil  Kepala

DPaorsh, dengan cara .

a. torlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendulung calon ‘Kepala
Da_u}'ahﬂlfakil Kepala Daerah;




o

b. menggunakan fasilitas vang terkait dengan jabatan dalam kegatan
kampanye; _

c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntunghkan Aiau
merugikan salah satu pasangan calon selama masa ]-:.g:nlﬁan}f'&; dan f aéau

d. mengadakan kegialan yang mengarah kepada keberpthakan tFFhaﬂzﬂ
pasangen calon yang menjadi peserta pemilu schelum, E'Elffm%fﬂ i
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakat, himbatErs

seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan

kerjanya, anppota keluanga, dan masyatrakat.

BAB IV
PELANGGARAN DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 5

(1} Setisp PNS yang terbukti melakuken pelanggaran disiplin dl:““'“a’
hukuman disiplin  sesuai dengan kelentuan peraturats pErundang:
undangan, e .

(2} Tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdirt atas:
a. Hukuman Disiplin Ringan;

b. Hukuman Disiplin Sedang, dan
g. Hukuman Disiplin Berat.

{3) Jenis  hukuman disiplin  ringan schagaimana dimaksud  dalam
avat {2) huruf a terdiri atas
a. Teguran lisan;

b. Teguran teriulis; dan
. Perriyataan tidak puas secars tertulis: _ _

(4} Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

hurnaf b terdict atas :

4. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 {satu) tahun;

b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan

¢, Penurunan pangkat setngkat lebah rendsh selamna 1 [satu) tahon,

(5} Jenis hukuman disiplin berat schagaimana dimaksud dalam ayat [2) hural

¢ terdiri atas ;

4. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahan

b. Pemindahan dalam rangka pehurunan jabatan setingkat lebih rendah;

¢. Pembebasan dari jabatan; ‘

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendid ‘sebagai

PMS; dan . . L
e. Pemberhentian tidak dengan hotmat sebagai PNS,
Bagian Kesatu
Pelanggaran
Paragraf 1

Pelanggaran Terhadap Kewajiban
Pasal 6

Huluman disiplin ringan Eébagaimﬂna dli:mnksud dalam Pasal 5 ayat {3)
dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :



10.
11
T
13

14‘.5ﬁb3_gﬂimaﬂﬂ. dimalksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran

setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara, Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
I.“dm}ﬂﬁlﬂ, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3,
apa.l:aﬂa_pe!anggar‘an berdampak negatil pada unit kerja; : -
mensaati segala peraturan perundang-undangan sebegaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit
kora; :
melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pﬂsd-,md:nkggﬂ;
penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagumana da wnit
dalam Pasal 3 anpka 5, apabils pu]ﬂ.nggﬁl‘ﬂﬂ I:r_-ﬁdampak naganl' pada |
frcrja;

: PNS
. menjunjung tinggl kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat

sehagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka B, ‘apabila pelanggard
berdampak negatl pada unit kerja;

. mengufamakan  kepenlingan  nepara  daripads kepentingan  sendiry,

‘seseorang, dan/atau golongan schagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka
7, apabila pelangearan berdampak negatif pada unit kegia; .
memepang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurnit perintah
harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila
pelanpgaran berdampak negatil pada unit keria; .
bekeda dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat nntuk kepenfngan
Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran
berdaimpak nepatil pada unit kerja; ' .
melaporkan dengan segers kepada alasannya apabila mengetahui ada hal
yang dapat rnr:rnhahayﬁhan alau merugikan negara atau pcm:}-mtﬂ.h
terutama i bidang keamasan, keuangan, dan matend seh?.gmmang.
dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif
pada unit ketja; . .
masuk kerja dan menast ketentuan jam kerja schagaimana dimalesud
dalam Pasal 3 angka 11 beropa ! :
a. teguran fisan bagh PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
selama 5 (lima) han keija; _ ) .
b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja lanpa alasan yang sah
selama B (enam) sampai dengan 10 lﬁ:puluh} han kﬂmq; dan
¢, pernyataan tidak puas secara tertulis bagl PNS yang tidak masuk kerja.
tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 [lima
helas) han kerja; ; -
mengeunakar dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-
baiknya sebagaimana dlma%mud dH'lE_rJTI Eaﬂal 3 angka 13, apabila
pelanggaran herdampak n:gﬂl-:ﬁ pa:_ia unit kerja;
memberikan pelayanar sebaik-baiknya 1"5‘“-13_'3@3 masyarakal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketertnan peraturan
perundang-undargan;
mgmbifﬁ?ﬂg bawahan daiam mﬁlﬂl‘iﬁﬂﬂﬂlﬂﬂ tagas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 15, apabila. pelanggaran dilaluken dengan. tidak
:If;];ri‘laﬁ}#a:‘ikan kesempatan kepade bawahan untuk men'ge:qbaﬂgkﬁn karier
sehagaimana dimeksud dalam Pasal 3 angka 16, apabila pelanggaran
dilalkukan dengan tidak sengaja; dan o
menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yanp berwenang

berdampak negatif pada umit kea.



. Posal 7

| . . -

| Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat %

| dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

| 1. mengucapkan sumpah/janji PNS s¢bagaimana dimaksud dalam Pasal 3
angla 1, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;

2. mengucapkan sumpsh/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
angka 2, apabila pelanggaran dilalaikan tanpa alasan yang sah;

3. setia dan taat sepenuhnya kepmda Pancasila dan Undang-Undang [asar
Megara Republik Ihdenesia Tahun 1945, Negara Kesaluan REPU-_th
Indonesia, dan Pemerintah schagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ﬁngkf_u 3,
apabila pelanggaran berdampak nesatif bagi instanst yang bersangikutan;

4. menaati sepala peraturan perundang-undangan sebagaimana r:lm_ial-:su%
dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatil bagi
instansi yang bersanghkutan; :

5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan
penul pergabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak regatil bagl
instansi yvang bersanghkutan; .

6. menjunjung tinggl kchormatan negara, pemerntah, dan martabat PNS

=i sebapaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran
berdampak negatifl bagl instansi yang bersanglastan; _

7, mengutamakan kepentingan negara daripada  kepentingan  sendiri,
seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 anghka
7. apabila pelanpgaran  berdampak  negatil  pada  instansl  yang
bersangloatan;

£. memegang rahasia jabatan yang menurul sifatnya atau menurat perintah
Haris dirahasialan sebapaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangleutan;

9, hekerja dengan jajur, tertib, cormal, dan bersemangat untuk kepentitgan
Negara sebagsimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran
berdampak negatif bagl instansi yang bersangkutan;

16, melaporkan dengan segera kepada BLESANTIVA apabila mengetahut ada hal
yang  dapat membahayakan atal merugikan negara atan Pemerintah
terutama di bidang keamanan, kevsngan, dan materil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanpgaran berdampak negatif

—— pada instansi yang hersanglutan; . _ '
ﬂ-‘%" ll.rﬁnﬁuk kerja dan menaab ketentuan jam kerfa sebagaimana. dimaksad
dalam Pasal 3 angka 11 berupa:

g, penundaan leenaikart gaj berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang
tidale masuk kerja lanps alasan yang sah selama 16 {enam belas)
sampai dengan 20 {dua puluh) har kerja;

b, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang
tidal masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu)
sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan

e penurunan panghat setingkat lebih rendah gelama 1 {satu} tahun bag

© PNS yang tidak IﬂﬁIﬂUl"— kerja lsnpa alssan yang sah selama 26 {dua
puluh emam] sampal dengan 30 (tga puluh) had kerja; '

19, miencapai sasaran kerja prgawnl yang ditetapkan. sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 anpka 12, apabila pencapaian saszaran kerja pada akhir

tahun hanya mencapai 25% {dua puluh lma persent) sampal dengan 50%
(lirma puluh persen);



| 13, menggunakan din memelihara barang-barang milik negara dengan sobatk:
| Bajknys sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila
' pelangearan berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; e
| 14, memberikan peleyanan seball-baiknya kepada masyarakat geip
/ dimsksod dolam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan Keterituan persftran
{ perundang-undangan; : imaks
[ % membimbing i melaksanakan fugas scbagaimana dimalesud
|' datam Pasal 3 unghta 15, apabila pelanggaran dilafukan dengan Seafh,
16. memberikan keserppatan lepada bawehan uniuk m““gg-mmgkﬁnggamﬁ
sebagaitians dimekaud dalam: Pasal 3 angks 16, gpabila pelan

dilaleukan denpan sengaja; dan
17. mehanti peraturan kedinasan yang ditetapkan olely pejabat vang Derwenang

sebagaimiang dimaksud dalany Pasal -3 angka 17, apabila pelanggarai
berdampak regatif pada instansi yang bersangloutan.

Pasal B

/ Hukuman disiplin berit sehagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5]

difatubkan bag pelingraran terhadap kewajiban ;

: }. =ctia dan taat sepenuhnya kepads Pancasila dan Undang-Undang Dagar
Negara Republik Indonesia Tahun 10945, Negara Kesatuan Repuhiil
Indonesia, dan Pemerintah sebapaimars dimalsud dalam Fasal 3 angka 3,
apabila pelinggacin berdampale égatil pada pemerintah dan/atau nogary

2. menaatl segala ketentuan peraturan perundangundangan schapgaimana
dimalesiel dalam Pasal 3 angla 4, apabila pefanggaran berdampak negative:
pada pemerintah dan fatau nogara;

3, melpksanakan tuges kedingsan yang dipercayakan kepmda PN2 dengan
penuh pengabdian, kesadaran, din tanggeng jawab schagaimand dimaksud
datam Pasal 3 angka 5, dpabila pelanggaran berdampak negatif pada
pemérintah dan f=tay negara;

4, menjunjurig tinggi kehormatan negars, pernerintsh, dan martabat PNS
sebapaimana dimaksud datam Pasal 3 angks &, apabila pelanggaran
berdampak negatil pada pemerintah dinjalan negara;
menguamalin hepenlingan  negaTa daripatda  lkepentingan  sendin;
segeorang, dan fatau golongan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 3 angha
g 7, apabila pelanggaran berdampall negatl pada pemerintah danjfatay
ﬁ s negarar .

6. memegang rahasia jabatan yang menurut sifabnya atan menuret perintah
harus dirshasisken sebagaimana dimaleud dalem Pasel 3 angks 8, apabils
pelangearan berdampak HEEET-EE padn pemerintal dan fatan nem.'

7. bekerja dengan jujur, tectib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan
Negara schagaimuna dimakstid dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada permenintah dan/atau negars; ' '

8 melaporkan dengan segera kepada atasannya apabils migngetahui ada bal
yang dapal mﬁmh@&quan Btau merugikan n'.:g&m";ﬂm. FPermarintnh
mmmxfd g;‘d hidangﬂ'kaﬁﬂm:];l;n. kelangin, dan matedil  sebapaimans
chimaks am Fagsal 3 an 10, apabila pelarn i
e it nfmmm: pabila pelanggaran berdampak negatil

9, masuk kega dan menaat ketentian jam kerja sebagaimg [
dalam Pasal 3 anglka 11 berupa o R ki
£, PeRUTLIRADN pangkat a’.:rtingt-r_.at lebih rendsh selama 3 (tiga) tahun bagl

FNS yong tidak masuk kega tanpa alasen yang sah selama 31 (tigs
pulub samy) sampai dengan 33 (tiga puluh fima) hari kexja;

-!'..'1
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b, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atay fungsional terlentu
yang tidak masuk kerja tenpa alasan yang sah selama 36 (tiga pulub
enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;

¢. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduld jabatan E_H'ﬂi’-'mmj
atau fungsional tertentu yang tidek masuk kerja tanpa alas an yang sah

selama 41 (empat pulub satu) sampai dengan 45 (empat pulub lirna}
har kerja; dan —

d, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintann sendi tﬂiﬁ
pemberhentian tidak dengan hormat sehagat PNS bagl PNS yang e
masuk kerja tanpa alasan yang sah sclama 46 (erpat puluh enzam)
keria atau lebih; . .

10. mencapai sasaran 'k-ezja pepawai yang ditetapkan sebagalmana djm.‘liﬁ
delam Pasal 3 angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pegawal
akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen); e

11, menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan ﬁem ¥,
baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

12. memberikan pelayanan scbail-baiknya kepads masyarakat sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturani
perundang-undangan; dan

13. menaati peraturan kedinasan yang ditctapkan oleh pejabat yang berwenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran
berdampak negatifl pada pemerintah dan/atau negara.

Paragraf 2
Pelangparan Terhadap Larangan

Pasal 9

Huluman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)

dijatuhkan bagi pelangzaran terhadap larangan ; '

1. memiliki, menjual, membeli, mengeadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barangbarang baik bergerak atan tidak bergerak, dokumen
atau surat berharga milik negara, secara tidak sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit
kerja;

2. mrﬂalml-mn kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan,
atau orang lain di dafam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan
tujuan untuk keuntungan pribadi, golonigan, atau pihak lain yang secara
tangsung atau tidak langsung mc;'ugll_mn negara sehagaimana dirmaksied
dalam Pasal 4 anghka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit
kerja;

3 be'mﬂda:[{ MIE-WME tﬂl’hﬂﬂﬂp . hﬂ“’“—h-ﬂ,ﬂﬂ}’ﬂ,' Eﬂhagajrﬂﬂ-ﬂﬂ
dimaksud dalam Pasal 4 angka 9, apabila pelanggaran dilakukan dengan
tidak sengaja; . :

4, melakukan suatu _t:-ﬁdﬂ]ﬂﬂ atau tidak melakukan suatu tindakan yang
dapat mepghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani
sehingga mengakibatkan kerugian begi yang dilayani sebagaimana
dimeksud dalam Faﬁu,:ii 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan

5. P&mmnm@m@bﬂc’:j?ﬂ?nnﬁmﬂﬂﬂ kedinasan, schagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak nepatif pada unit kerja.



|

Pasal 10

!
."I Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimeksud dalam Pasal 5 ayat (4
dija
[

7.

tuhkan bagi pelangearan terhadap larangan

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, m‘eﬂ&'ﬂw&kﬁﬁr ﬂﬂ“ﬂ
meminjamkan barangharang baik bergerak atau tidak m{gtfﬂkm'mmﬂkakma"'ue e
atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana it pada
dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak nEgH
instansi yang bersangkutan;

1 wahan,
. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, toman sejawat, Da

atau orang lain di dalam maupun di luar ling.%mrl_ETk ;“mmﬁ :::ﬂ%i,na
tujuan untuk keintungan pribadi, golongan, atau pihak lain, ¥ dirmaksud
langsung atau tidak langsung merugikan ncgara sebagaimana Gf pada
dalam Pasal 4 angka &, apabila pelanggaran herdampak negatit p
instansi yang bersangheitan;

. bertindek sewenang-wenang terhadap bawshannya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 angka 9, apabila pelanggaran dilakukan dengan Bengaja;

. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindaken yang

dapat menghalangi atsu mempersulit salah satu pihak yang dilayam
schingga mengakibathkan kerugian bagl veng dilayani sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 4 angka 10, sesnai depgan ketentuan peraturan
perundang-undangan; ' _
menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam
Pazal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatil bagi instansi;
memberthan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan
Perwaldilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwaldlan
Rakyat Dacrah dengan cara ikui serta sebagai pelaksana kampanye,
menjadi pescrta kampanye dengan menggunakan atribut partal atan
atribut PNS, schagai peserta kampanye dengan mengerabkan PNS lain,
sebapgaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf a, huruf b, dan
huruf ¢,

memberikan dukungan kepada calon Presiden/Walkil Presiden dengan cara
mengadakan kegiatan yang mlengar'ah kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon yang mEﬂjE!.dl peserta pemila sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye melipull pertemuan, ajakan, himbavan, seruan,
atan pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya,
anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimang dimaksud dalam Pasal 4
angka 13 hurufb; | s
memberikan dukungan kepeda calon anggota Dewan Perwakilan Daerah
B . o foto kopi Kartu Tanda Penduduk atan Surat
Ket anda F uduk  sesual  peratursn {amg-
sg_hﬂg.ﬂli['l'l'ﬂj"lﬂ. dimaksud dalam Pasal 4 angka 14: dan peran _undﬂng:;_m
memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah |/ Waidl Kepala Daerah

dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendulung calon

Kepala Daprah/Wakil Kepala Dacrah sertn mengadakan kegin yang
mengarah kepada keberpihalkan terhadap pasangan calon jigm:?ienjndi
peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atan pemberian barang kepada PNS
datam Hngkungan unit kevjanya, anggota keluarga, dan masyarakat
schagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 hurufl a dan hural d,



Pasal 11

o
J

/ N ayat (3)

/ pukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 & (
dijatubkan bagi pelangearan terhadap larangan @
|, menyalahgunakan wewenang sebagaimana, dimaks

' 1 ioad dan fatau

/ 2. menjadi perantara untk mendapatkan keurrtungas }‘r:;t?aimgaimaﬂﬂ

/ orang lain dengan menpgunakan kewenangan rang

dimaksud dalam Pasal 4 angka 2; - ; negara lain

3. tanpa -izin Pemerintah menjadi pegawal atatl hckmj-;; ur'ltuka d%anzakﬁ“ﬂ
dan/atau lembaga atau organisasi internasional ¢
dalam Pasal 4 anphka 3; . . haga gwadaya

4. bekeria parda perusahadn asing, konsultan asing, alau 1ei=ek

faperes ' ke dalam Pasal 4 angka
masyarakat asing schagaimana dimaksy g menyewakan, ata

S memiliki, menjual, Iﬁﬁmhﬁi_l_, mnnggadmkﬂntaak borperak, dokumen
meminjamkan barangbarang baik I:lsrgr:ra}-: atau 0 55 I:Eﬁaha. dimaksud

atan surat berharge milik negara sceara tidals saly B2 E‘EE‘EJ{ eatit
dalam Pasal 4 angka 5, -apabila’ pelanggaran berdampai T
nemerintah danfatall negara, ' . :

6. Fmﬂr:Tajrukan kﬁg{:ﬂ’-aﬁ bersama dengan atassn, teman SGEWAL mf:han&
atoll Orang jam didalam magpun di laar Ungkll!'ff;’-‘-f-lﬂ k.q,lﬂ'l]ﬂ_]'l.}'a GEALES
tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lair, fﬂﬁgmﬁfmz
Jangsung atay Gdak langsung merugikan negara sehagaimans s E'-dl
dalam Pasal 4 angks 6, apabila pelanggaran berdampak negalil pada
pemenntah dan/fatau negara; : -

% memberi atay menvanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik
secara lanigsung atau tidak langsung dan dengan dalin apapufl untul
diangkat dalam jabatat sehagaimana dimaksud l:_lalamlPsfaﬂl 4 angka i

8. menetima hadinh atau suatu pemberian apa saja-dari siapapun jUga yang
perhubungan fengan jabatan dan/atau pekefaannya  schagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 angka 8; :

9, melakukan suaiu tindakan atau tid.a:l-: mglaloakan suaty hnﬂl}kﬁr} yang
dapal menghalangi atau mgmpazrs,uhr. a::]éﬂ*n satu _pih_ﬂl.‘.:. yang dilayani
sehingga mengakibatkan keruglan bagi yang dilayani scbagaimana
dimalsid dealam Pasal 4 angka 10, sesuat dengan ketentuan peraturan

ndangundangan; i

]ﬂ.mgﬁalaﬁlgi berj%aIannifﬂ ugas kedinasan sebagaimana dimsksud dalam
Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah
dan fatan negara; _ .

11. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewsan
Perwalilan Ralyat, Dewan Perwakilan Dacrah, atau Dewan Perwakilan
Rakyal Dasrah dengan cara  Sebagal  peserta  kampanye dengan
mengeunakan fasilitas Negara, scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4
angka 12 hurufd; ' o

12, memberikan dulaungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden dengan cara
membuat keputusan danf/atau tindakan yang menpuntungkan atau
merugikan salah satuw  pasangan  calon  selama  masa kampanye
schagaimana dimaksud dalam Pasal 4 anglka 13 hurufa; dan '

13, memberikan dukungan kepada calon Kepala Dacrah/Wakil Kepala Daerah,
dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatsn dalam
kegiatan kampanye danfatau membuat keputusan dan/atau tindakén
yang menguntunghan atau merugikan salah satu pasangan calon selama
masa kampanye sehagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf b
dan huruf c. '

F

ud dalam Pasal 4 angkd




VA Panal 12

pelt nELAtan T.Eijhad;&p kewajiban masuk kerja dan men anti ketentuan jam kerja
s-ﬂ_bagmgmqn?. dimaksud dalam Pasal 6 arigka 9, Pasal 7 anghka 11, dan Pasal 8
angka 9 dihitung secara kumutatif sampai dengan akhir tahun berjelan.

Bagian Keempat
Pejabat yang Herwenang Menghulum

Pasal 13

bagaimans dimak-:?_ud r:l;_l.]ﬂ.m
lakukan oleh pejabat yang
perundang-undangan

{1} Penjatuhan hukuman disiplin bagi PHS s¢
Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (5} di
berwenang menghukum sesuai dengan perabuiran
tentang Digiplin PNS, ) _ _
(2} Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
terdin atas :
a, Pupati sclaku Pejabat Pembina Kepegawaian, ‘menctapkan penjatiban
hulourman disiplin bag PNS vang menduduaki jabatan |
;@.i_ 1. Sekretaris Daerah, untuk jenis hulkuman @
[ iFtiay " a} Disiplin Ririgan, berupa ;
1) teguran lisan;
2} teguran lortalis; dan
3) pernyatsan tdak puds secara tertuhs:
bl Biziplin Sedang, bernepa |
1) penundasn kenaikan gaji berkala seloma 1 {sata) tahun;
2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (zama) taliun; dan
3) penurunan pangkat sctingkat lebih rendah aclama  L{zaty)
tahiin. '
Digiplin Berat, berupa penuninan panghkat setinghkat lebih rendah
selarms 3 (tiga) tahun, _
2. Pelaksana Golongan Ruang n/d dan Golongan Buang IV /e, untuk
jenis hukuma
a) Disiplin Ringan, berupa:
1) teguran lisan;
o teguran tertulis; dan _ ]
'_—'r\-l—'-".-_:ﬁ 3} p:\:m}'ﬂﬁﬂﬂ“ L[,d.EII{ pLiAs SFOCHLE tertiulis,
i bl Disiplin Sedang, berupa: ,
1) penndaan kenaikah gajl berkala selama 1 {satu) tahum,
kenaikan pangkat selama 1 {satu) tahun; dan

3 nundasn 3 i
31 ﬁnunm‘an pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu)

tabun,
¢) Disiplin Berat, berupa:
1) 'lﬂiﬁmn panghat setinghat lebih rendah sclama 3 (tga)
tahun;
%) pemberhentian dengan hormat tidek atas: permintagn sendird
sebagai PNS; dan
3) pemberhentian tidak dengan hormat sebagal FNS.
3. Struktural Eselon I, untuk jenis hukuman :
a) Disiplin Ringan, beropa:
1) teguran lisan;
J} teguran terfulis; dan _ _
3) ptrn;,ratﬂan tidak puas secara tertulis,

<)



h} ?;Slplm E’Edﬂﬂg, hﬂmpa :
i) penundaan kenailan gaji herkala selama 1 (satu) tahun;
) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (safu)
tahun,
¢} Dhsiplin Berat, berupa ; .
1) penurunan pangkat setingkat Iebih rendah selama 3 (tiga)
tahun; .
2} pemindshan dalam rengka penuranan jabatan getingkat lcbih
rendah;
3} pembebasan dari jabatan; ; .
4) pemberhentian dengan hormalt tidak atas permintaan sendirl
sebapai PNS; dan
5) pemberhentian tidak dengan hormat sebagal PNS, R
4. Pungsional Tertentu Jenjang Madya dan Penyeha, untuk Jeils
hukuman : '
a) Disiplin Ringan, berupa ;
1} teguran lisan;
2] reguran tertulis; dan
3 pernyataan tdak puas secars tertulis,
b) Disiplin Sedang, berupa
1} penundasn kenaikan gaji berkala selama 1 {satu) tabumng
2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 ($atu) tahun; dan
3) penurunan pangkat sclingkal lebih rondah selama  1[sam)
tahun,
¢} Disiplin Berat, berups :
1) penurunan panghat setingkat lebih rendah selama 3 (dga)
tahnan;
2] pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih
rendah;
3} pembebasan dan jabatars; _
4) pﬂmbﬁrhmﬂan_dﬁnﬁn hormat tdalk atas permintasn sendir
sehagai PNS; dan
5y pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

5. Pelaksana Golongan Ruang IV/a sampai denpan Golongan Ruang

Wie, untuk] enis hu]ﬂ._lmﬂﬂ‘!
a) Disiplin Rjnga.n, berupa !
1) tegurar lisett;
2) teguran terpulis; dan
3) perryataan tidak puas secarn fertulis,
b) Disiplin Sedarng, berupa =
1] penundaan kenaikan gaji berkala selama | (satu) thun;
9} penundaan kenaikan pangkat selama | (satu) tahun; dan
3) penurunan pangkat sctinglat lebih rendah selams  satu)
tahun,
&) Disiplin Beral, hc.mg;l
1) penurunan pangkat sstingkat lebih rendsh selama 3 (4
i ah- selama 3 (tiga)
-2} pemberhentian dengan hormat tdak ata : -
- fehagai PNS; i 3 permintdan sendin
3) pemberhentian tidak depgan hormat sebagai PNS,



/6 Struktural Bselon 1M ke bawah, untuk jenis hukuman :

.*'; a) Disiplin Sedang, berupg ;

/ %} penundaan kenatkan gaji berkala selama 1 {satu) tabun;

/ ) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
/ 3} penurtnan pangkat sctingkat lebih rendah selama llsatu)

/ tahun, - -
/ b} Disiplin Berat, berupa:
! 1) penurunen penghkat setingkat lebih readab selama 3 [tigal
! tahun; . .
: 2} pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setinghat lebih
rendah;

3} pembebasan dan jabatan; _ i .
4] pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaas sendir
sebapgal PNS; dan )
5] pemberhentian tidak dengan hormat sehagal PNS.
7, Fungsional Tertenm Jenjang Muda, dan Penyelia ke bawah, untuk
“jenis hukaman: '
&) Dhsiplin Sedang, berupa
1) penundasn kenaikan paji berkala selama 1 {satu) tabun;
.2} penundasn kenalkan pangkat selama | (saty) tahun; dan
G 3y penurunan pangkat sclingkat lebih ' rendah selama  I{sata)
tahurk
b} Disiplin Berat, berupa : _
1] peaurunan pangkat . sctingkat lebih rendah selama 3 {tiga}
tahun; _
2} pemindahan dalam rangka peiiFLRsLL jabatan setingkat lebih
retdah;
%) pembebasan dar jalatan;
4) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintain sendiri
schagal PHS; dan ' _
5] pemberhentian tidals dengan hormat schagai PNS.
8 Pelaksana Golongan Ruang /o dan 1I/d di Engkungannya, untuk
jenis huluman :
a) Disiplin Sedeng, berupal _
1] penundasn kenaikan gaji berkala selamal (satu) tahun;
aan kenatkan pangkat selama 1 {satu) tahuin; dan

.:3] pcnund L »
panghkat setingkat lebilh rendah selama 1{satu)

3} penurunan
tabnan. e
bj Disiplin Berat, BERIPS ° N .
1 pp&}:-l:lrunan pangkat setinghat lebih réndesh selama 2 (tiga)
tehun, .
2} pemberhentian dengan hormat tidak atas pecmintaan sendir
sehagai PIS; dan
3| pemberhentizn lidak dengan hormat sebagai PNS,
4. Pelaksana Golongas Ruang /b ke bawah di linglungannys, untuk
jenis hukume -
o} Disiplin Sedang, berupa:
1] penurunan pangkat setinghat lebih rendah selama 1{satu)
tahun,
b Disiplin Berat, berupa © _
1) penurunan pangkat setinghiat Iebibh rendah - selama 3 (tEgal
tachun; _
o pémh-:;;h:nﬁan dengan horsmat tidak atas permintaan sendit
: sebagal PNS; dan . _
3) pemberhentian tidule denigan hormat sebagai PNS.

e e
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1ﬂ.£ﬂ%$¢%ﬂdipﬂgﬂqukan di Tingkungannya yang rflﬂfldu.dl.l]d jabatan
b Fungs: ris Dacrah, untuk jenis hubtuman disiphin nagan,
ngsional Tertentu jenjang Utama, untul jems huluman
1} teguran lisan:
i% tepuran tertulis;
periyataan tidak puas secara terbulis; : .
4] pemindahan da!::le rangka penurunan jabatin setingiat lebi
rendah; dan
5} pemmbebasan dari jabatan,
c) Pelaksana polongan '}:.Lang Iv/d dan golongan ruang IV/¥, untuk
enis hukuman disiplin ringan S
d) j!swmurm Eseton I?I ke t;g;wah dan fungsional tcrtzf:_ﬂt'_l jenjang
Madya dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukumar -
1) teguran lisan;
2) tegun‘in @grtﬂ; .
3 errgataan PRS- Rncara bertuis; ; T
4; I;mi:imnhm dalam rangka penuramnan jabatan setingkat Lebih
rendah; dan o
%) pembebasan dari jabatan, .
1 1. PNS vang diperbaritakcan di lingkungannya yang mendudulki jabatan.
a) Sekretaris Daerah, untuk jenis hulkuman !
1] teguran lisan; o
2} teguran tertulis;:
3} pernyataan lidak puas secara tertulis;
4) penundaan kenaikan gaji berkala selama [ {gatu) tahun;
5} penundann kenaikan panghat selama 1 (satu} tahun;
B) penurunan panghat setingkal lchiti rendah selama 1 {satu)
tahinan; dar

7] penurinan pangkat seningkat lebib rendah selama 3 [Gga)
taban,

b) Fungsional Tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman -
1) teguran lisan;
) teguran tertulis;
3) pernyatasan tidak puas secara tertualis;
) Penundaan Lkenaikan gajl herkinda selama 1 {satn) tahun;
5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu} tahun;
6] penurunan pangkat setingkat lebih rendan selama 1 {satu)
urn; .
7 t;:'lm'.-unan panghat sclingkat Tebih rendah  selama 3 (tiga)
tahun,
8) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan. sctinghkat lebih
rendah; dan
o) pr:mhl:ba:in dari jﬂhf"ﬂt'm1-[W
¢} Prlaksana goloogan rUang Svya sampal dengan golon ar
1 /e, untuk jenis huluman ; L Ml A
1} teguran lisan;
‘a9} teguran tertulbs;
3} pernyataan tidak puas secara teriulis,
4] penuandaar kenaikan gaji bericala selama 1 [sata) tahun;
5) penundaan kenailan pangkat selama I {satu) tahun;
) perurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (zatw)
tahun; dan
7] penurunan pangkat setingkal lebih rendah selama 3 (tiga)
tahun.



f d} Etruktu;al Eselon 0 dan Fungsional Tertentu jefjang hadys,
! untuk jenis hukuman ; -
_.l'l 1) II-'3EU|:‘VE-J.I'I. lisan;
' 2!] teguiram Lertulis; uh
3] pernyataan tidak puas secara tertulis; .
/ 4) penuridazn kenailan gaii berkala aslama 1 {satu} tahun
/ i : 1 {satu) tahun;
f 5) penundaan kenaikan pangkat selama T ol
f 6] peniminan pangkat selingkat Tebih rendah 80
. 1H-|:luﬂ' ; ﬁ
7 panur{man pangkat setingkat Iebib rendah selama 3 { Ba)
et inpkat lebih
ai pﬁmi‘afdahan dalam rangka pentrunil jabatan setingha
- rendah; dan
9] pembebasan dar jabatan. . . il %
&) Ejui'ffﬁiuml Eselon 1T ke bawal dan fungsional tertenty TG
Muda dan Penyelia ke bawah, antuk J,I:t'ljﬁ-h]_ﬂﬂ.uﬂﬂﬂt.ﬂh .
1y penundsan kenaikan guji berkala selama 1 (satul) taim
2) penundaan kenaikan pangkat selama [ {satu) Lahur; o
3) penurinan pangkat sclinghkat Iebih rendah selama, 1 {sall)

{sata)

tafiem; :
ﬂi}l:.a 4) pepurunan pangkat sétingkat Tebih rendah selama 3 {tiga)
A tahnn; .
5) pemindahan dalam rangks penurunan jabeatan setingkat lebih
rendah; dan ' '
&) pembebazan dar jabatin.)
| Pelaksana golonpan ruang /e dan golongan ruang T1/d, untuak
jenis hukurhan &
1} penandaan kenaikan gaji berkala selama 1 {satu) tahung
2) penundaan kenailin pangkat seiama 1 {satu] tahin;
3) penurunan pangkat setingkat lebih rendal sclama 1 (satu)
tahun; dan ) _
4) penununan pangkat setingkiat lebih rendah selama 3 {tiga)
tahun:
12, PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki
jzbatan :
Lq Sprultural Eselon 11 ke bawah dan fungsional tertentu jenjang
o O Utama kobawah, untul jenis hulaiman :

1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (sstu) tabun;
9} penundaan kenaikan pangkat selama 1 {satu) tabun;
3) penarnan pangkat sctingkat lebih rendah selama 1 fsatul

taham; :

4] penurunan pangkat setingiat lebih rendak selakia 3 {U;E:-B::I
tahun;

5] pemberhentian denpan hormat tidak atas peominia -
schapai PNS; dan P an serdiri

6] pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PHS.
b) Pelaksana golongan ruang IV/e ke bawsh, untuk jenis hukuman -
1} penunduan kenaikan gaji berkala selama 1 {sata) tabun: .
2} penundaan kenaikan panpkat sclama | (satu) tahun:
sl p-[;;l.!_'ll'uﬂgn pangkat setinghat lebih rendah sefama 1 {motu)
fanun;

4] penurunan panghal setingkat Iebih rendah selama 3 {tiga)
tafiun; | |




4 sebagai PNS; dan -

pemberhentian tidak dengan hormat sebagal PINo. duki

13. PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang n;ifgl:iﬂﬁ i
jabatan struktural eselon 1l ke bawah dan jabatas = o,

tertentu jenjang Utama ke bawah seria Jﬂ‘l’_ﬁaﬁuﬂ Tﬂng,m

golongan ruang IV/e ke bawah, untuk jens KU | ndiri

1) pemberhentian dengan hi:_::rma!: tidak atas permuntasn S
sebagai PNS; dan - - PNS

2) pemberhentian tidak dengan hormat sebagal ,

: IR, apgi PNS

b. Sekretaris Daerah menetapkan penjatulian hukuman disiphn hag
yang menduduki jabatan Qg s 110 Ripigan
1. Staf Ahli Bupati dan Asistén, untuk jenis hukuman Disiplin KiDE

berupa. :

a) teguran lisan;

b) teguran tertulis; dan

¢) pernyataan tidak puas secara tertulis. _ i i
9, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, unt 1

hulauman Disiplin Ringan berupa :

24 a) teguran lisan;

b) teguran tertulis; dan
¢} pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Kepala Kantor, Sekretaris KORPRI, Kepala RSUD dan Camat, untuk
jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :
a) teguran lisan;
b) teguran tertulis; dan
¢} pernyataan tidak puas secara Lertulis.
4, Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan Penyelia di lingkungan
Sekretariat Daerah, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa -
a) teguran lisan;
b) teguran tertulis; dan
¢] permyataan tidak puas secara tertulis.
5 Pelaksana Golongan Ruang [lIfc dan Golongan Ruang [l/d di
lingkungan Sekretariat Daerah, untuk jenis hukuman Disiplin

Ringan berupa :

=ty a) teguran lisan;

b} teguran tertulis; dan
C) permyataan tidak puas secara tertulis,
6. Kepala Sub Bagian di linglungan Sekretariat Daerah, untuk jeni
huluman Disiplin Sedang berupa : , 1S
a) penundasan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun: d
b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 {satu) ta_'Lun b o
7. Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Pelakss : : ;
; : sana Lanjutan di
lingku Sekretanat Dage A TE
geg n%inm p:; rah, untuk Jjenis hukuman Disiplin
a) penundaan kenaikan gaji berkals selama 1 [sat '
: 1) tahun; d
o ]E;L,pﬁﬂuﬂd?ﬁn kenﬂlkEﬂn pangkat selama 1 (satu) ts.t}m'm oo
: aksana Golongan Kuang 1l fc sampai dengan Golon R
di lingkungan Sekretariat Dasrah, untuk jeni ERI SHang Ui
e bl e » . Jenis hukuman Disiplin
a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (=satu) tah
=T1a1K: : 2 un; d
b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) taljlaun. =



g. PMS yang dipekerjakan atau diperbantukan eki ll_rlﬁl'ﬂ-mgﬂ’_"'ﬂ‘l"ra :".Emg
menduduki jabatan struktural excion 11, jabatan. fungaional tertenty
jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum gﬁ.ﬁﬁﬁ:“n
ruang lil/c dan polonigan ruang 111/d, untuk jems hukuman DISE
Ringan berupa;

g} teguran lisan;
'h"i teguran tertulis; dan "
¢} permyatasn tidak muas secars tertuhis- ; tar
10, PNS yang diperbﬂntujup;n di lingkungannya yang ‘T“?“ducmkl jaum
strubtural eselon 1V, jabatan .Eungsiunal ’Enrh:ntu jeninr
Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umun E?nia  lean
Il/¢ sampai dengan golongan ruEng Ji/ b, untuk I :
Disiplin Sedang bherapa: . ,
o) ?}em.mdaang kmaiim aaji berkala selama 1 (satuy) tafun; dan
b penundaan kenaikan pangkat selama ] (gatu) taburn.

- " L -E'.
¢. Pajabat Eselon 11 menetapkan penjatuhan hulkuman disiplin bagl PN

mendudulki jabatan "
ﬁ?nf%mktu'ml Ea-nl:lll:rn T di lingkangan masing-mAasing OPD, untuk jems
hukuman Risiplin Ringan berupa
a) teguran lsan;.
b) tepuran tertulis; dan
¢} pernyataan tidak puas secara tertulis: o
B, Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan Penyelia di linpkungan
masing-masing OPD, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa -
a) tepuran lisan;
b) teguran tertulis; dan _
£} pernyatasn ridals puas seeara tertulis. _
4 Pelaksana Golongan Ruang Hljc dan Golongan Ruang 1ljd di
lingkungannya, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa
a) teguran lisan;
) teguran tertubis; dan .
¢ pernystaan tidak puas secara fertuhis,
4. Struktural Bselon [V dan pejabal yang sctara di lingkungannyva,
urituk jenis hukuman Disiplin Sedang berapa |
a) Pﬂﬂundaaﬂ kenaikan gaj berkala-selama 1 [satu) tahun; dan

b| penundaan H'ensjkap_gangkai gelama 1 [satu) tahun,
5. Fungsional Tertentu jenjang Pertama dan Pelakszana Lanjutan di
inglunganmya, untuk jenis hulunan Disiplin Sedang berupa . '
&) penundaan kenaikan gajl berkala selama 1 (satu) tahun; dan
by penundaan kenaikan panghat sclama 1 (satu) tahun.
6. Pelaksana (olongan RUANE 11 /c sampai dengan Golongan Ruang T/ b
di linghungannya, u_TTt'-JkIFﬂrlﬂ hukuman Disiplin Sedang berupa &
a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 {satu) tahun; dan
b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tabun, !

d, Pejabat Eselon HI menetapkan penjstuban hukun gk ;
yang menduduki jabatan disiplin: bagl PNS
1. Struktaral Eselon IV da ]ingkungan MASINE-masi R
hulkuman Disiplin Ringan berupa Ernasing OFD, untuk jenis
a) teguran lisan;
b} teguran tertulis; dan
¢] pernyataan tidak puas secara tertulis.




—

2. Ezﬁﬁlﬂniﬂ Tﬁ:rt[:_n'r_u Jenjang Pertama dan Palakaana ]‘_,Emju_tan Eij
NEkUngan masing-masing OFD, untuk jenis hukuman Disipiin
Ringan berupa:
a) teguran lisan;
h] tﬁgl.lr_&n tf-‘l't‘\.ll'is.; dan
c} pernyataan tidak puas secara tertulis, /b

3. Pelaksana Golongan Ruang 11/c sampai dengan Golongan ROang {"
di linglungan masing-masing OPD. untule jenis huknman [asipir
Ringan henipa ;

a) teguran lizan;
o) tepuran tertulis; dan :
¢} pernyataan tidak puas secara tertu is. _ _ ;

4 Fungsional Tortentu Jemjang Pelaksana dan Pelaksam’ Pcrggzi? Ed;

ingkungan masing-masing OFD, gtk jenis -hukaman L 5
Sedang berapa - i

a) penundaan kenaikan gaji berkala selama I (sata) .T.E.]'Iuﬂr' Lt

bl penundaan kenaikan pangkat gelama 1 (matu) tahumn. o

= pelajeana Golongan Ruang [fa dan Colongan Ruang of o
lingkungan masing-masing. OFD, untuk jenis: hukuman hsiplin
Sedang beripa : _

a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (sati] tahun; dan
hi FE:!'IUHd-EI-?LI‘l: kenaikan I}a]'[ghﬂ_[ cplama 1 {‘B-H.'L‘L'I.:I tahnir;

6, PHS yang dipekerjzkan atau diperbantukan di lingkungannya yang
menduduki jabatan struklural eselon IV, jabatan fungsional tertentu
jerijang Pertama dan Pelaksana Lanjutan dan Jahatar Pelaksana
Golongan Ruang 1Ijc sampai dengan golongan Duang 1I/b uantuk
jenis hukuman Disiplin Ringan berups: '

a) teguran lizan; . '
b} teguran tertulis; dan
¢} pernyptaan tidak puss Sccara bertralis. -

7. PNS yang diperbantulkan di lingkungannys yang menduduki jabatan
strulktural esclon ¥, jabatdan fungsional terlentu jenjang Pelaksana
dan Pelaksana Pemula dan jabaten pelaksana Golongan Ruang e
dan golongan TUANE /b untuk jenis hularman Disiplin Sedang
berupa: " _

a) pepundaan Lenaikan gaii berkala selama 1 [satu) tahun dan
b) penundaan leenaikan pangkat selama 1 {satu) tahuan.

c. Pejabat Esclon TV dan pejabal yang sciara menetapkan penjatuhan
hukuman disiplin bagl PNS vang menduduki jabatan: '

1. Srruktural Eselon V, Fungsional Tertenty Jenjang Pelaksana dan
Pelaksana Pemnula, P';Jﬂksanag Golongan Ruang 1lfa dan Golongan
Ruang [I/b di lingkungan masing-masing OPB, untuk jenis bulkaman
Digiplin Ringan berupd - '

a} teguran lisan;
b teguran terinlis; dan
¢} pernyatasn Gdak puas secara terfulis.

4 Pelaksana Golongan Ruang 1/a sampai dengan Golongan Ruang I/d
di linglungan masing-masing OFD, untuk jenis hukuman Disiplin
Sedang berupa : . '

a) perundaan kenaikan gaji berkala selame 1 (sata) tabun; dan
b} penundaan kenaikan pangkat selama 1 {sapu) tahun,



(1}
(]

(=

(4

(5}

3.PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkunganays yang
menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertents
jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula dan Jabatan Pelaksand
Golonpan Ruang 1l /a zsampal dengan golongan ruang /b st IR
hukuman Disiplin Ringan berupa:
n} tepuran lisan:
b} teguran tertulis: dan :
¢} pernyataan tidak puas seearn tertulis, "

4. PNS yang dip&rbﬂxitui'[}cﬂn di lingkungannya yang mcndugluk:'iibﬁ;
pelabanmt Colongan Ruang 1/a dan Golongan Ruang 1/d umted
hukuman Disiplin Sedang bempa: ri
2 penundaﬁmpkenaikmi E:uj': herkala selama: 1 (satu] ARULL dan
b} penundaan kenaikan panghat selama 1 (satu) tahun-

f. Pejabat Eselon V dan Pejabil yang Setar ;ﬂﬂﬂﬁ?‘ﬂplmn penjatuban
hukuman disiplin i PNS vang menduduki japatart -
L. Pelalksana Eulnﬁn Rua_ng B! sampal dengan Golonpan Ruang I/d,
untuk jenis hukuman Pisiplin Bingan berapa -
ai) teguran lisang
b) tegurah tertulis; dan
¢] pernyataan tidak puas secara terulis.

4. Pelaksana yang dipekerjakan atau diperbantukan Golongan Ruang
I/a sampai dengan Oolongan Ruang Ifd di lingkumgan MASIE
masing OPD, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan herupa
g teguran lisan,

b} teguran tertulis; dan _
] pernyataan tidak puas secara tertulis.

BAB V
TIM PEMERIKSA

Pasal 14

Uatak menjamin objektifitas penjatuhan hukuman disiplin tinghat sedang

atay berat sebagaimana dimaksad dalam Pasal 13 dapat dibentuk Tim

Pameriksa dengan Keputisarn Kepala Dagrah.

Pembentukan tim pemeriksa sebagazimana dimaksud pada ayat {1) hanva

dapat dilalukan jika hasil meEﬁkmﬁﬂ datasan langsung belum mﬂ::up

luat sebagai dasar untuk penjatithan hukuman disiplin.

Usulian pembentukan tim pemeriksa sebapaimana dimaksud pada ayat (1)

disampailan sccara tertulis olch pejabat yang berwenang menghukum

secara berjenjang kepada Bupati melalui Sckretaris Daerah dengan

tembusan kepada Inspekiur.

Tim Pemeriksa bertugas melaksanaken proses penjatuhan

disiplin di tingkat sedang dan berat sesuai dengan%m peﬁﬁﬁgﬂ

undangan yang berlaku.

Hukuman disiplin di tingkat sedang dan berat sebagaimana dimaksud

dalam ayat (4} meliputi juga ©

& Pelanggaran disip_lin fﬂt‘h&dﬁp ketentuan masuk kerja dan menaati
ketentuan jam kerja scbagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
bﬂm]'d[mg&m]daﬂ'gaii mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil;
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b Pelnppnron dinljin nebmgidiinnn diptur dalom ketentunn peeitinn
periibing-undangan mengenol frn perkawinen don peressainn bagi
Pegmwnd Negerd Sipily don fatnu

ey D pelinggenn dinkphin Gopgkot sedang atgu berat yang dilakukan
ECHE Tersn-wo g wlon menjoei perhnting publik atog i ang,

_ e ook pldonu,

[ Thie Pemeriknn ying dibentule dengan Keputuiin Kepold Dacrah untuk
melikewnnmkion prosen penfaiuban hukuman disiplin e lnglet woching i
}lilt';]“” diselnil jugn Thn Penyelension Kosun-Kosus Pelanpgiri [imiphin

S

(7} Tov pramevilenn sebagnimnnn diminkaad podn ayal (1] _:Iilm{!_f-*kﬁ_l] dalnm
witkiu poliog D 7 (lujub) lined kera terhilung sefirk tangpal sural
wanilng pembentuban tim pemerican diterimi.

(B} Formnl keputosin pembiabodkn n pmeriksn T s . _
pochy ynn (2} terenntonm dolom Loaanpirad | yang merunnkan bopgian tdsike

terpisabibnn dori Peontorm Hupoti ing

wpaima dimnksud

Pasal 15

(1} i Pemeriléun berpumloh ganjil doan heraifnt o hoo, yang sckurang-
Kvrnmgnys derdir il
. Adnssae g
I‘.l. U'I:'I LT 1!|I.':II:§|E'!W§1HILH; IZI.[ITI
. Uneor kepepmwiainn s pejnbal rin pang ifitungulk,

(@) Atasian lupsng sebarspeni s dlirnedesndd prlee nyad (1) haruf a, harus titdak
ekt oo fdak terlibal dalnm pelanggaran dizgiphn yang didugakan
kespathy PRS yang diperilsi. .

13 Do il adosan nogsung sebapaimonn dimaksud padn aysl (2] didugs
terkait i teclibot dilam pelanggnean disipling yang sama, sopgota tim
1“_1”“-_1‘1[.;:4_”, diaril erpEue alisan |.||,|'|I:.;,l-‘.]:lrlg.'I h:li'IJH_ mﬂr‘upz:ké_m ﬂlr-.!}lgln_","un[_; lehik
[iryged setnri e g g . ;

[4) Unsur peng s sebngrimnng dimaksud pada ayat (1] hural b berasal
dinri Inspekinral Daceh Koabupalen.

) Unsur Kepeguwalnm ahigimann dirmaksud pada ayat (1) hurol ¢ berasasl
il Badun  Kepepnwnion dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
sebapn penpembon fuinpsl don ﬂl.[.!;llﬂ"ku}?lﬂﬁ:’l-wru_ﬂn, .

(G) Unsur prinbal lain yaing! l.’[|11.1njLI.!t sebagaimang dimaksad pads ayat {1)
asrul ¢ mergpakan pepibl steukiural flungsional lertentu yang ditunjuk
bordlmssarkon surnd perintah ‘J"_'“_ mermitiki kompelensi sesaai dengan ruang
lingkup don jenis pelanggurin disiplin.

BABR VI
PEMANGGILAN

Pagal 16

i) Pemunggitan PNS dilakukan dalam rangka pemeriksaan atas: pelanggaran

diuiplin, ;
(2] Pemanpgiian PHS schagaimann dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Atpsen Lengsung. —
{3} Pemanggilon terhadap pelanggrran disiplin sedang dan berat dilakukan

pleh Tim Pemerikea,



2) dan ayat (3)

{14y Pemanggilan PNS sebapai : ud pada avat |
(4] gaimana  dimaks & ¥ ! helim LANES

dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuth} hari keria

pemeriksasn dilaksanalkan, .

(5) Pemenggilan PNS sebagaimena dimaksud pada ayat (4 dilalulean Secar
tertulis dalam bentuk surat dlan. : ;

(6] Format surat pangpilan iﬁgﬁlﬂﬂhﬁgﬂimmﬂ dimaksud pHca EEF:;_L;LE;E
tercantum dalam Lampiran 1l yang merupakan begian tidak ferPt®
dari Peraturan Bupatl ini.

Pasal 17

: & di i
(1} Surat pangeilan PNS sebagsimana dimaksud dalam Pasal 16 disampares

kepada PNS yang bersanglcutan di tempat kegjanya. ;

(2} Dalam  hal PNG tidak berada di tempat kerjanya, surat par ﬂlgg’]f PHE‘IS‘
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke slamat domis
tersebut. :

(3) Dalam hal alamat domizsili PNS berubah atau tidak dikctﬁt}iu}mﬂ s tidak
diketahui lagi keberadaannys, surat panggilan sebagaimans dimakstd
pada ayat (2) disampaikan kepade Ketua Fulun Tetangga/Rukun Warga
setempat atau nama lainnya scsual dengan Jlamat demisili teraikhir PNS

Paeal 18

(1) Penyampaian surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pazal 17
harus disertai dengan bukti tanda terima, _

{2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedilkat
memuat nama, tangeal dan tanda tangan penerima sural.

Pasal 19

(1) Datam hal piE tidak hadir pads - tanggal pemeriksaan yang telah
ditentukan Atasan Langsung atan Tim Pemeriksa maka dilakulkan
regilan kedua, -
(2) Pemanggilan kedua sehédgaimana dimaksud pada ayat (1) dilakouakan dalam
waktu paling lambat 7 (fujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seharisnys
dilatoukan pemeriksaan pada pemanggiian pertama.

Pasal Z0

w‘j
|

(1) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dala
19, PNS tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal piileﬁksﬂ_r:nzziﬂ
Le:ah ditrantu];li&n, hﬂ'-:zﬂﬂd IHHE:“-“E menjatuhkan  hulkuman disiplifi.'
rdagarkan alat bu an keterangan yang ad i
] Rkan. . ; 2] i tanpa dilalazkan
(2] Penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan langsun T T
pada ayat (1} harus dibuat berita acara dan st 'i'zgczcubt?:ﬂ. TR
(3) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayar {2} bukan
merupakan pejabal yang berwenang. menghukum, atasan langsung
mengajukan usul penjatuhan hukuman disiplin secara berdenjang kepada
Pejabat yang Berwenang Menghulkuim sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

T —l.n._'_'_lw t*_’ﬁ!‘-}_ .:: |._-. I_‘.‘E .: I}-
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/4 Usulan peniatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3]

pemeriksaan serta kelengkapan administrast pendukung lainnya, ;

(%) Delam hal pemanppitan kedus dilskukan oleh tim pemeriksa dan PNS U‘%;’kh
hfld.-’-"-' tanpa dlasan yang sah pada tanggal pemenksaan yang l:d
ditentukan waka (im pemeriksa melaporkan hal tersebut kepaca
atasan { pejabat yang membentuk tim pemeriksa.

Pasal 21

{1} Daolam hal pada pemangeilin kedua sebagaimana dimaksud dﬂ-‘?;_ﬂn;i‘fj;
20, PNS udak dapat hadic karena alasan yang sab, atasan -
melokukan pemangeilan ketiga, s

(2] Alasan vang sah sebapaimans dimaksid pade ayat (1) mmelipuat :

a. Sskit yang sedang dalam masa perawatan,

b, Berada di luar kota untuk kepentingan dinas;

c. Cuky; dan

. Blusibah, . _

(3) Peryampaian slasan yang sah sebapsimana dimakesud Pﬂdﬂ ayal {_E]‘ aleh
PNS kepocdda atasan langsung atau tim pemeriksa harus disertai dengan
doloumen pepdukung sesuai dengan jenis alasannya,

Pasal 22

(1) Pesmanggilan ketign sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
pemeniksadn dilakukan ) :

(2} Pemanggilan ketiga sehagaimana. dimaksod pada myat (1) merupakan

cmetirmian teralhir, \ : o

[3-: %E&]amgﬁlul pa.dﬂ- pﬂmanﬁﬁlﬂ,n ketiza. PNS tidak hﬂ.d‘i.‘l’,_ElI-’E.'l.Eﬂn langsung
menjatuhkan hukuman disiplin, berdasarkan alat bukt dan keterangan
yang ada tanps dilakukan pemeriksaan. . N

[4) Penjatuhan Hukuman Pisiplin oleh atasan. langsung  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) hars dibuat bent&.af:m_'x_ae dan surat kepunisan.

(5) Dalam hal atasan langsung sehapaimans dimaksud pada ayat (3] bukan
msrugkan pejabat yung berwenang  menghuloim, atasan langsung
mengajukan usul penjatutian hukiman dm;:hn secara herjenjang kepada
pejabat yang berwenang menghukum sesuai dengan ketentuan peratiran

rundung-undangan. kgt .

'{ﬁ} mﬂan FI:EI']iﬂtU-HEIﬂ hulwman disiplin scbhagrimeana dimegksud pada ayat (5)

 harus discrtai denpan berita acar E“-‘H‘_I.tﬁkﬁaﬂ.n dan laporan hasil
pﬂ'ﬂgﬁkﬂﬁﬂ dast baharn Fﬂﬂ:-l,lju:k?.iﬁg ]ﬂlﬂﬂ}"a.

(7} Dalam hal pemanggitan kuet:lgﬂ. dilakykan n:}leh_t.im pemerikes dan PHS tidalk
hadir dengan alasan yang sah pada tanpgal pemeriksaan yang telah
ditentukan tim pemetiksa, maka ,hm pemerikisa melaporian hal tersebut
kepada pejabat yang membentuk 8m pemerksa,

EAB VII
FPEMERIKBAAN

FPagpal 20
(1] Pemeriksaan PNS. yvang d'{quga melakukan pelanggaran disiplin diladouloan

oleh atasan langsung atau tim pemeriksa sctelah PNS yrng bersangkutan
memenuhi surat parggilan.
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2) Pemeriksaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan a1as
perintah atau pendelegasian  dari Bupati selaku Pejabat Pembing
Kepegawaian yang bertujuan untuk mempercepat proses pemeriksaan.

(3] Format perintah melakukan pemerikssan scbagaimana dimaksud Pﬂd*i
ayat (2) tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan Dagian Helak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ’

(4} Sebelum melakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tm
harus mempelajari dengan seksama dan membuat - gnalisis atas laporarn
dan bahan mengenai pelanggaran disiplin yang difakukan oleh PNS yaig
bersanglutan.

(5} Hasil analisis sebapaimana dimaksud pada
dasar pemeriksann atas pelanpgaran disiplin.

perneriksa

ayat (4) digunakan sebagal

Paszal 24

(1) Pemeriksaan terhadap PNS yang didugs melakukan pelanggaran disiplin
dilakukan secara tertutup dan hanya dihadini oleh PNS yang bersangkutan
dan atazan langsung atau tm pemeriksa, )

(2) Pemeriksaan yang dilakukan clch atasan langsung schagalmana diﬂ?ﬂksl}d
pada ayat (1] dilakukan dalam waktu paling lama 7 {hajuh) hari kerja
terhitung sejak tangeal pemeriksaan ditetapkan, .

(3} Pemeriksdan yang dilakukan oleh tim pemeriksa ﬂt:bﬂgﬂimmlﬂ-d@&km!—d
pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 [tujuh} hari kema
terhitung seiak tanggal pemeriksaan sehagaimana ditentukan dalam surat
perintah pemeriksaan, ' _

{4} Dalam hal diperlukan janghks waktu pemeriksaarn sebagaimans dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3] dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 14
{empat belas) hari kerja terhitung sejak tangeal pemeriksaan berakchir.

(5) Permohonan perpanjangan wakiu schagaimana dimaksud pada ayat (4)
diajukan datam waktu paling singkat 3 (tiga) hari sebelum jangka waletu
pemieriksaan berakhir, _

(6} Permohonarn perpanjangan wakin pemerilsaan schagaimana  dimaksud
pada ayat {3 diajukan secara tertulis oleh 3
& Atasan langsung kepada atasan yang lebihi tingpl secara berjenjang; atau
b, Tim pemeriksa kepada Bupatl.

(7) Pengajuan permohonan perpanjangan wakiu pemeriksaan sebapaimana
dimaksud pada -ayat {5) drlﬁ_].lﬂ?mfl secara tertulis disertai denpan alasan
perpanjangan waktu pemeriksaan.

Panal 25

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, Atasan Langsung, Tim
Pemeriksa atau Pejabat yang Beérwenang Menghukum dapat meminta
keterangan tambahan darl saksi ahli dan/atau pihalk terkait,

Paszl 26

(1] Dalam ranghka kelancaran pemeriksann; PNS yang diduga melaloskan
pelangaaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin
tingkat berat, dapal dibebaskan sementara dan tugas jabatannya oleh
stasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.

(2] Pembebasan sementara da_.ri tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlalu sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman

digiplin.



/(3) PNS yang dibebaskan
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: sementara dari tugas jabatannya scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) tetap diberikan hak-hak kepegawajannya sesvai
dengan peraturan perundang-undangan, '

{4:] Dalam hﬂl atosan }Eulggu“g H‘Ebﬂgﬂimﬂ.nﬂ dimak=sid pﬂda ayat {].:I tidalk ada,

ma.:::a pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang
lebih tinge.

(3) Format surat keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam La:_m_:tiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perafuran Bupati in1,

BAB VIII
BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pagral 27

Atasan langsung atau tim pemeriksa selabou pemeriksa harus menindaklanjuti
hasil pemeriksaan dengan membuat ;

g, Berita Acara Pemeriksoan; dan/atan

b. Laporan Has:l Pemenksagn.

Pasal 28

{1) Pembuatan herita acara pemeriksaan schagaimana dimaksud dalam Pasal
27 huruf a dilakukan pada seai pemeriksaan,

{2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
ditandatangani olech PN3 vang diperiksa dan atagan lanpgsung atau tim
pemeriksa,

(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2] sebelum menandatangani berita
acara pemeriksaan diberi kesempatan uniuk mengorelsi kesesuaian dan
kebenaran berita acara permeriksaan,

(4] Dalam hal berita acara pemeriksaan schagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak mendapat koreksi, PNS yang bersanghutan harus memberikan paraf
pada sgtiap halaman berita Fuara pemerilsaan,

{5) Dalam hal FPNS sebagalmans dama!-;aud_padﬂ avat: (4) tidake Bersedia

" memberi paraf dan menandatangani berila acara pemeriksaan, atasan
langsung atan tim peoieriksa harus riencatatkan perihal tersebut pada
bagian akhir dari berita acara pemeriksaan dengan diketahui atasan dari
atasan langsung. ] - .

(6) Format berita acara pemenksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
deri Peraturan Bupat: 0k :

Fasal 29

1) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan scbagaimana dimakeud dalam
” Pasal 27 huruf b dilakukan dalam wakty paling lama 5 {lima) hati kerja
terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir. j
(2) Laporan hasil pemerikssan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilengkapi dengan beritd acara pemeriksaan, alat bukti, dan data

pendukung,



(5] Laporan hasil

f

.-"EEE.J' Data pendukun

terditi atas;  © o-OReAimena dimaksud pada ayat (2), paling sedikit

UE:E igg::m pangkat terakhir;

2 Pt s S

() E‘Eﬁéazﬂﬂg Pemeriksaan PNS yang diduga melaloukan tindal pidana
ﬁﬁhagajmaﬁa';{?nk;ﬁn penahanan, selain mﬂlampi'ﬁrar:_t ::iéta pendukung

usan EEmE&rhentiﬁnISEMcntarh.

topemeriksaan PNS schagaimana dimaksud pada ayat {(4)
yANg terbukt melakakan tndak pidana berdasarkan putusan pengadilan

b. Fotokopi kepus

::&Fg;ﬁm“ I.;I'ukua ksm tetap,  selain  melampirkan  data  pendukung
/ e 1fT} ud : .
melampirkan: = Pada. ayat {2) dan ayat (3}, harus jugs

a. Frf}t_ﬂku-p". keputusan pemberhentian sementara;

b. Fotokopi patusan pengadilan, dan/atan

¢. Folokopi surat pelaksanaan putusan pengadilan. :
Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahban
dari Peraturan Bupati ini.

(&)

BAR IX
PENETAPAN HEPUTUSAN

Fasal 30

(1) Penctapan penjatchan bukuman disiplin PNS dilekukan oleh pejabat yang
berwenang menghukum berdasarkan berita acara pemenksaan dan/atau
laporan hasil pemenksaan.,

{2} Format keputusan penjatuban hukuman disiplin  PNS = scbagaimiana
dimalksud pada ayat (1) tercontumn dalam Lampiran VIl yang merapakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati‘ini.

Paaal 31

(1) Dalam hal atasan langsung merupakan pejabat yang berwenang
menghulum, atasan [angsung harus menetapkan Keputusan penjatuban
huloaman disiplin. e ) -

7 Pepctapan keputusan p*lm'.l atuhan uinuman disighn  schagmimana
% dimaksud pada’ ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 14 {empat
belag) hari ketja terhitung  sejal tanggal berita acara ik

ditandatangani. . . _

(3} Salinan keputusan perluatuhgn hukumean disiplin. schagaimana dimaksud

" pada ayat (2] harus disampaikan kepada Bupati selaku Pejsbat Pembing
Egpégawaian melab qun"_cii__!nq Daerah dan tembusannya disampoikan
kopada pejabat yang membidangi kepegawaian.

Pamal 32

g dari gtasan lenpsung secara borjenjang sebagai pejabat

U} [_)a,]ﬂﬂ'l hial aﬁgnmﬂ?&'umm maks - atazan ]ﬂ.ngaung at_-ﬁu tirm pl:ml:!'l‘l_":m
yang h{%ﬂéﬂﬂ_drkﬂﬂ hasil pemeriksaan -secara berjenjang kepada pejabat
Gl apm mcﬂgﬁ:.ﬂﬂ:ﬁ dalam waktu psling lama 19 (emmpat belas)
-'h&rig b;;hzﬂ terhitung sejpk  tanggal  laporan hasil  pemeriksaan
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f'lig] pejabat yang bemenﬂﬂg Mmien

[ harus menetapkan kcpmﬁiﬁﬂmm sebagaimana ditnaksud pada ayat (1)

/ salinannya  disampailnn ebpad penjatuban hukuman  disiplin dan

i iy a Bupati selaku Peiabat Pembina
ﬁ:ﬁiﬁ%ﬁ?ﬂﬂlm Eﬂh‘?mﬁa. Daerah serta tenbusannya disampaikan
[empat E;:inu} hfa-nﬁ membidangi kepegawaian dalam wakty paling lama 14
diterima, e terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksasn

B gmls poran kewenangan penjatuban hukuman disiplin sebagaimana
E}l aksud pada ayat (1) tercantium dalam Lampiran VI yang merupakan
agian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. '

Pasal 33

(1) Dalam hal pejabar yang berwenang menghukum merupakan Bupati, maka
Ma_‘ﬁa“ Langsung atau Tim Pemernksa harus melaparkan hasil pemeriksasn
secara hierarki kepada Bupati melabhul Sekretaris Daerah dengan tembusan
kepada Fﬂjﬂﬁﬂt yang rﬁemhidangi_ kepegawaian dalam wakiu paling lﬂ.ma T
[tajuh} hari keda terhitung seiak tanggal laporan hasil pemeriksaan
ditandatangani, }

(2} Pejabat vang membidarisi kepegawaian menyampaikan laporan hasil
pemeriksasn sebagaimana dimaksud pada ayat (1] kepada Bupall dengan
melampirkan pertimbangan terhadap usul periciapan p.m-}jg'lmlm:_n hLﬂn}msm
disiplin dalam waktu paling lama 21 (dua puluh sata) hari kerja terhutung
sejak laporan hasil pereriksaan diterima. S

(3} Bupati menerbitkan keputugan penjatuban hulasman disiplin dalam waktu
palitig tama 21 (dua pulah satu) hari kerja terhitung sejak ditcrimanya
laporan basil pemeriksaan sehagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

1} Atdsan langsung menyampaikan keputusan huluman disiplin kepada PNS

L vang dijatuhi hE!_mma.n disiplin dalam waktn paling lama 14 (empal belas)
har kerja terhitung sejak tangpsl Rt:pl.l_.tl_l&'-i'ltn-{.htetz_{_pkﬂﬂ,

(2) Penyampaian Heputusan hul.-;un}an disiphn Dll':h_ atasan langsung kepada
PNS schagaimani dirnaksud pada ayat (1) dilakukarn secara tertutup
dizertai dengan berita scara p-:r_q.rerah&n keputusan huliﬂh_mmn disiplin.

(3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayal (2) tdak hadir pada saat
penyampsian keputusarn P‘-’:ﬂ_]ﬂl'-'-ihﬂ-ﬂr huku;nan disiplin atau alamat
domisili terakhit PNS berubah atan tidak diketemukan ateu PNS tidak
dikctahui lagi keberadaannya, keputusan penjatuhan hukuman disiplin
disampaikan melalui slamat domisili terakhir yang diketahui dan tercatat

(4) ﬁ;gm;nﬂkepumﬁm huin.i.m&n d‘is_aphn_ sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] harus disertat dengan berita acara penyerahan Keputusan
Penjatuhan Hukuman Disiplin. T ;

(5] Berita acara penyerahan keputusan iulkuman disiplin - scbagaimana
dimaksud pada ayat (4] paling sedilil memuat nama, tanggal dan tanda
tangan penerima Reputusan Penjatishan Hukuman Disiplin.

& Dalam hel PNS atau orahg lam yang menenme keputusan Hukurmon

&) Misalin  sebagaimanid dimaksud pada ayat (5 ‘tdak 1::&1—5&-‘:!1;1
ﬂlmindatangﬂm tanda terima peoyershan  Keputusan  Penjatuhan
Eﬁnm:nan Disiplin, terhadap hal terscbut harus dibuatkan berita acara

p&ﬂ}.ﬂ_{ﬂ}]’ﬂ]ﬂﬂ
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BAR X

Bagian Kesatu
Jenis Upaya Administratif

Pasal 35

(1} PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin vang dijatubken

-kﬂpﬁdﬂ_njra' dapat Imengag
(2} Upaya administratif se
8. HKeberstan: dan

|1}

{2

ukan Upays Administratil, .
bagaimana dim._nl-[sud pada ayat {1) terdiri ates

b. Banding Administratif,

Eaginn Kedua
Heberatoan

Pasal 36

PHS wang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkeat sedang bemapa p!:n_umi_lﬂ.ﬂﬂ
kenaikan gaji berkala selama 1 (satu] tahun dan peoundaan kenaikan
panpghat selama 1 (salu) twhan dapat mengdjukan upaya administratif
herupa keberatan atas penistuhan  hukumin disiplin schagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a Kepada atasan pejabat yang
‘berwenang menghukim, _ - _
Pengajuan keberatan atas penjatuban hukuman disipling sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditakukan secara tertulis dalam bentuk surat
keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin.

{3) SBurat keberatan atas penjatwhan  hukuman  disiplin sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam walkiy paling lama 14 (cmpat

belag] hari techitung sefik rAngeal keputusan hukumen diétip'lin-dit:’rimﬂ-

{4] Tembusan surat keberatan  scbagmmana  dimaksud  pada - ayat  (3)

disampailan kepada:

a, Pojabat yang beryenang m:ng,hukurln-,

b, Pejsbat yang membidangi kepegawaian, dan
c. Bupats

Pasal 37

(1) Pejabat yang berwenang menghukum schagaimana dimaksud dalam Prsal

36 avat (4] huruf a harus membuat tangpapan atas keberatan penjatuhan
hukuman disiplin.

{2' Tanggapan atuss keberatan sebagamana dimaksud pada ayat (1) e

&

1 pi dengar:

'itjeﬁeﬁpgmﬂgxﬁcrﬂ?sﬁ&ﬂ' terhadap PNS vani bersangkutan:

b. laporan hasil pemerikaaan PNG yang bersangkutan; dan

o salipan Keputusan Feni?ElT.UhM Hukuman Disiplin yang mencantumkan
buktl tanda terima darl PN yang bersangloutan dan/atau berita acara
peryampaian Keputusarn Penja}tuhan Hulcurnan L‘nm!:rlm.

ll Tangpapan atas keberatan penjatuhan huh_:uman dm_ﬂipl:‘.p sebarairaiin

d_.mi'ljcﬂiiﬂ pada ayat {2) harus sudah disampaikan dan diltm'lma oleh atasan
jabat yang herwenang menghulnam dalam wakea psling lama & (enamj

E?ﬂa Lkerja {erhitung ssjak tanggal lembusan surat keberatan atas

penjatuban hukuman disiplin diterima,
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Atasan pejnbat
A atas Keberatan E:J%{himnﬂng menghukum wajib mengambil Jepubasall
satu) hori keeja orhie, o MUkaman disiplin dalam waktu 21 (dua pulab
(5] Keputusan  gehy LUNE seiak tnggal surat Keberatan diterimia,
menguathan, mop rond  dimaksud pada amyat (4) dapal berupa
Disiplin dan ke CBankan, memberatkan atau membatalkan Hulkuman
: PLtuann tﬂl‘ﬂrt!b{:t bersifat final dan mengikai. distpiin
sr i P . eberatan  penjatuhan  huku dis1
bagaimana  dimakeig pada ayat (3) huruf o dissmpaikan kepada
trah dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang

(7} Dalam hal atagan : : _ ) bil
: : pg:j'abm yang berwensnp menghulum ridalk moengarrie

kﬂﬁ:mf: n atas koberatan penjatuban hidsmar disiphin dajam waktu
paing ama 21 {dua puluh satu) hari ey terhitung sejak tangeal diterima

surat keberatan maka keputy ¥ ' nang menghukum
batal demi hukum, FRIRSEEL Pshes g BemeE

Baglan Ketiga
Banding Administratif

Pazal 38

[1) PMS fanyg dijatuhi hukuman disiplin tingkal berat berupa pemberheniian
dengan hormat tidak atas permintsan sendivi atau pemberhentian tidak
dengan hormat sebagai PNS dapat mengajuban upays administratf berupa
banding administralil ‘ataz penjatuhay hleman disiplin - sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2] hurul b kepada Badan Pertimbangan
Kepepawaian defigan tembusan kepads Bupati.

{2} Pengajuan banding administratiil atas penjatuban hukuman  disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakakan secara terlulis dalam

_ bentuk surat banding administratif atas penjatuhan hultaman disiphin.

(3} Burat banding -administratil atas  permgaluhan huluman  disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) diajukan dalam waktu paling lama 14
fempat belas) han kerja lerhitung sejak t@ngeal keputusan hukaman
disiplin ditenma.

(4} Bupati scbagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib- memberilan tanpgapan
danfatau bukti prlangearan di's.il:ﬂl.in dalam jangka walkty paling lamsa 21
(dila puluh satu] hari kerja terhitung sejak tangeal tembusan ban ding
ac[mfn'iﬁtr.ﬂ.'tﬂ"di:tqrim"ﬂ-

BAE X1
PEMBERLAKUAN DAN PENDOKUMENTASIAN
KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 39
Keputusan huknman disiplin yang tidak dapat diajukan Upaya

berupa keberatan mulai berlaku sejak
Hukuman Disiplin ditctaplkan.

administratif
tangzal Keputusan Penjatuhan

Fasal 40

Kﬂpuﬁm&n Pﬂﬂjaﬁﬂlﬂn HU]IZ"L'I.II'IEII'.I. Diziplin vang dapat

T : diajukan  u
administratif, pémberlakuannya ditentukan sebagai beriloat ; s



= " . ist i I’Ei
/8 Jika tidak terdapat upaya administratif keputusan hulkuman dnsl',t-‘*lln:‘lulg‘ﬂh

berlaku pada hari ke 15 {lima belas) terhitung sejak tanggal BeP
" Eﬁimm'“ Hukuman Disiplin diterima; dan
. crdapat upaya administratil berupa | F tai
i. Keberatan maka Keputusan Penjatuban Hulalysan D!mﬂ!ﬁmﬁ;m
berlalon tfrhitung acjak tanggal kcputusan atas keberatan @b .
atan '
2. Banding sdministratif maka Keputusan Penjaful
mulai berlaku terhitung sejak tanggal keputusan
ditetaphkan.

Pasal 41

Pendokumentasian Keputusan Hulkuman Disiphn sehagalmars o
dajam Pasal 39 dan Pasal 40 dilskukan oleh pejabat yang membidangl
kepegawaian.

~ BABXN
PEMBATASAN HAK KEPEGAWAIAN

Pasal 42

(1) PNS yang mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat yang berwenang
menghukum atau banding administratif kepada Badan Pﬂrtll:ﬂb_aﬂg?ﬂ
Kepegawaian, tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenatkan gaji
berkala: swmpai dengan ditetapkannya kepulusan yang mempunyal
kekuatan hukum tetap.

{2} Apabila keputusan pejabat yang herwenang menghukum dibatalkan maka
PNS wyang bersanglutan dapat dipertimbangkan kKenmikan pangkat
dan/atau kepaikan gaji berkala sesual dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan,

(3) PNS yang sedang dalam proses pemerilissan karernia diduga melakukan
pelahpgaran disiplin &lau sedang mengajukan upava administratil tidak
dapsat disetujui uneuk pindah instansi,

(4) PNS yang sedang menjslant hukuman disiplin tidak dapat dipertimb
kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnye. argkan

Pasal 43

Dalam hal seorang PNS yang diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin
berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
atasan langsung terlebih dahulu harus memperhatikan formasi Sabatin da_[;
kompetensi dar Sekretaris Daerah,

Pazal 44

(1) Dalam hal pemeriksaan terhadap PNS ternyata tidak ditemukan al
bukti yang cukup serta tidak dapat dipertanggungjawabkan, i dan
a, Atasan Lapgsung harus mengeluarkan surat I-:eieran'gflm -
menyatakan PNS yang Dersanghkutan tidak bersalah; atau e
b. Tim Pemeriksa I‘it:ﬂ:us memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk
membuat surat keterangan yang m'-?n}'itﬁl-:&n" PHNS b
tidak bersalah. e e



/

'l:I .

/(3) Burat keterangan schagaimong i ! o

/ X S j diminksud  pada ayat (1] hund
disampailtan kepada pejabal vang hﬂm“mngmmmnhi

kum jikn atasan

langsung bukan merupakan pejebat yang berwennng menghtkuim.

Calon PNS yang dalom proses penjutuhan hulkuman disiplin tin

Pasal 45
gkal scdang

atau berat, Caton PNS yang bersangkutan tidak depat diangkat sebagal PNS.

(11

(2)

(3)
()

(5}

(X}

()

(3)

(1)

12l
(3)

{4

PNS yanp sedang mengajulkan  upaya administeatil  tid FCTIRAT
kenaikan pangkat danfatau keonaikan gaji berkala serta ticdak disetiyll
untuk pindab instansi sampai dengan ditetaphkan keputusan yang
mempunyai kekistian hukum telap, .
PNS yang sedang mengajukan upaya administratl scbagﬂjm-ﬂnil'ﬂlmﬂkﬂ'-’d
pada ayat (1) berupa banding Admpnistratil, yang bersangkutan tctap
mendapatkan gai sepanjang melaksanakan LLpas,

Untuk dapat melaksanakan ugas schbugaimna dimaksud pada ayat (2)
PKS harus memperoleh min dan Bupati atad pejabat yang ditunjule
Untuk mEmPtr-::rh:h izin sebagsimani dimaksud pada ayat (3], PNE vang
bersangkutmn  harus  meagajukan permohonan  kepada Bupati  atal
pejabat yang ditunjulk mickalul dtasan langsung secara borenijang.

Format permohonan izin schagaimana divnaksud pada ayal (4] tercantam
dalam Lampiran [X yang merupakan bagian Peraturom Bupati ini-

Pasal 47

PNE diberhentikan sementara, apabila :

a. dianghkal menjadi pojabat Negara;

b, diangkat menjadi komisioner alau angEots lembaga nonstrakstural;
atau

& ditahan karena menjadi tersangka tindak pidena.

Pemberhentian sementara schapaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dan hural b berlaku sejek yang bersangkutan dilsntik dan berakhir pada

enat selesainya masa tugas sebagal pejabat Negara, komisioner, atau

lemnbaga nomstraktural, '

PHS vang diberhentikan sementara sebagaimana dimakasud pada avat (2)

tidak diberikan penghasilan sebagai PNS. _ ¥

Pasal 48

PNS yang diberhentikan sementara sebapaimana dimaksod dala

47 ‘ayat {1} huruf ¢ berlalu akhir bulan sejak PNS i s
diberikan penghasian.

PHS yang diberhentikan Mmmtﬂmﬂmttagﬂimam dirnaic=od :
diberilcan wang pemberhentian sementarg. R pEaal
Uang pemberhentian sementars sebapsimana dimaksud pada &3
diberikan sebesar 50% (Ima pulub persen} dari peughaz'?lan ﬁrﬁ
terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesual ketentuan
peraturan ptmnd&ﬂ_ﬁ‘u‘]daﬂﬂﬂ-ﬂ- o

Uang pg_-mb-em&'ﬂliﬂ-ﬂ ﬁﬂﬂ]ﬂ;ll'l.mm sf:ha;guimana dimnaksud pado ayat [3)
diberikan pada bulan berikutnye sojak ditctapkannya pemberhentian

gementars.



/(1) PNS vang telah

/

Pazal 49

Miendapat putusan pengadi telah memiliks

k : 1san pengadilan yang

hzh::xﬂm hulim tetap  karena melakukan tindak pidana dengan
mulmcza:f:; {M{f bersangkutan diberhentikan dan ditetapkan terhitung

T an sejak putus i ifil Weluatan

hukum tetap, JAK putusan pengadilan yang telah mem

X gim o Femberhentian scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
Haksan sesa denpan ketentuon peraturan perundang-tndangan
yang mengatur mengenai disiplin PNS.

Pasal 50

(1) Assan langsung menvampaikin usulan pemberhentian sementara
sebapgaimana dimaksud dalam Pasal 49 secara berenjang kepada pejabat
yang berwenang dalam waktu paling famas 3 (tiga) hari kerja terhitung
sejake tangeal usulan ditandatangani dengan tembusan  disampailcan

_ kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian,

{2] Pejabat yang berwenang sehapaimana dimaksud pada ayat (1} harus
m:nctﬂ_pﬁa.n kepiitiusan F:mh{trh::mi.aﬁ sementara dalam waktil “paling
lama 14 {empat belas) harl kerja techitung sejak surat usulan diterima.

(3} Pejabat yang berweniang menyampaikan kepumisan pemberhentian
sementara kepada PNS yang bersanghutan desgan tembusan kepada
Inspektur, Kepala Peraogkat Traerah vang bersgnghutan dan Pejabat yang
membidangi Kepepawaian, '

Pazal 51

Dalam hal PNS yang dikenai pemberhentian sementara fernyata tidak terbukt
bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan pibak yang berwajib atau putusan
pengadilan, yang bersangkotan diaktifkan kembali sebagal PNS.

Fasal 52

Dalam sl PNS yang diketal pembehcritian sémentara telah selesai menjaland
pidana dan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menghukum tidak
diberhentikan <ebagal PNS, keputusan pemberhentian sementara  harus
dicabut.

Pasal 53

Dalam hal PNS tidak terbuktl melskukan Gindak pidana. maka hak
kepegawadan yang bersangkutan dikembalikan seperti gemula i et
ketentuan peraturan perundang-undarigan, ; Shge

BAB XN
KETENTUAN PERALIHAN

Paral 54

Pelangea: disiplin PNS yang lelah diproses, dikeluarkan berta acara
p:mggarﬂﬂwn dan/atau laporan hasil pemeriksaan tetapl belum diputas olch
pejabat yang berwenansg mgnghukum sgi:ae]u:u berlslunya Peraturan Bupati
ini, pemyvelesalanaya dilalukan sesuai ketentuan peraturan  perundeng-

undangan:




Pagal 55

Petunjuk dan ketentuan teknis dalam proses pelaksanaan penyelesaian kasue
pelanggaran disiplin PNS yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUF

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Aarn
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratur:
o a 5 ; . Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Bupati ini dengan penempatannya dalam

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2 Jul 2020

T .BUPATI LEBONG,
6}-a0
H R
Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2Juli 2020
5 ARIS DAERAH
BONG,
<8
o H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 34

;m'h'—mmh%

PELERTAN KARIDATEN LERONG |
DR RRL e
N ! ,ﬂ

] "'-'\-ﬂ"--l-n-n_-luu-u--'\-r e T :,.-.-.

;_." .',':"!_ e AIEE {i
. e M
.'.’ ‘“'t )
f '|,.|I-;|




Lampiran I : Peraturan Bupati Lebong
f Nomor : 34 Tahun 2020

/ Tanggal : 2 Juli 2020

FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

KOP PERANGKAT DAERAH

RAHASIA
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

NOMOR 2 osessisiomsmisersssessaresens

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ..
.. Jabatan ... , maka perlu dilakukan pemeriksaan.

2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin
berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :

a. Atasan Langsung :

Nama VU —
NIP P —
Panpkat i suowssrsmsaspinmsassssrisssmissmsdsssaoss
Jabatan T —
b. Unsur Pengawasan :
Nama & Gondk e i N mm ey s S SRR TR AR ES .
NIP L e nns R s R RS
| 3721 ¢ 13 ¢ | AR PP
Jabatan < Y-, -~
c. Unsur Kepegawaian :
Nama E s e s N SIS Y S A R
NIP K e R R RS S SRS TR S e eares
Pangkat  : ..ccccccccmiemimmiranimirissaisicssssasseassansas :
i % 20 2~ & o A e
d. Pejabat lain yang ditunjuk :
Nama 8 e e wem s AR AR AR R
NIP e iaisssssessssssesseseesateennttecaenatanannnes :
Pangkat T

Jabatan ..
3 Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

| pada tanggal 2020
5 -

: PPK/Pejabat yang

i ditunjuk

| NAMA. .o
’ NIP. c.eeeeeeeeeeeo
'i Tembusan Yth ;

'i L. sossncnansimmiinsae

3 ) R A—

:

(¥



Lampiran Il : Peraturan Bupati Lebong 1
Nomor : 34 Tahun 202

- i 2020
/ Tanggal : 2 Jub 2
/ FORMAT SURAT PANGGILAN

/

KOP PERANGKAT DAERAH
RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/1I/1II *)
NOMOR : cciiiiiiiiiciiinncnecnnenes
1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

NAME = 2 ccsiseseivsssissiisesosoivassBhssesnvs svaeummontd s havenes
1\ § R DR PRPPRRPPPP PP ETT TLE
Pangkat ! .cocssmmmmmmmmesssisimmissamesmmpmenmsi iassess
Jabatan B S T T S P e TR T
Unit Kenja T e e e S A A S BTG d B0

Untuk menghadap :

Nama PPy TR L T L

Untuk diperiksa/diminta keterangan *) sehubungan dengan dugaan
pelanggaran disiplin ™)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

___..__-'r"f'-—h

w2 Atasan Langsung/ Tim Pemeriksa *)
I\ F=1 0 1 V= R
[, | [ i Ty
Tembusan Yth ;
| [FEE—
2 S

* ang tidak Peﬂu' - .
) ) Cor_c;tl Ye pge langgaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS.



Lampiran Il : Peraturan Bupati Lebong
Nomor : 34 Tahun 2020
Tanggal : 2 Juli 2020

f: NOMOR

llllllllllllllllllllllll

Membaca : 1. Laporan dari ............. tanggal tentang pelanggararn disiphn
yang dilakukan oleh Sdr ................. NIP .ovveearnnnnnes tanggal

""""""
lllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

. Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr. .......... ;
T atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap pasal ..... anglfa' oees
huruf ..... yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin

tingkat berat, perlu menetapkan keputusan tentang Pembebasan

Sementara dari Tugas Jabatannya;
Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
PNS;

D cominie N S T S B TS B A R R A R S S .-

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2
Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU - Membebaskan sementara dar tugas jabatan Saudara -
Nama T
NIP o ———————————
Pangkat L ettt eeeere e e s, nnenn
Jabatan L ettt e e s e e s
Unit Kerja L
Terhitung —mulai  tanggal ... sampai

ditetapkannya ll{eputusan hukuman disiplin, karena yang
an perbuatan yang melanggar

ketentuan Pasal......angka.....huruf.....Peraturan P '
Nomor 53 Tahun 2010. emerintah

KEDUA . Selama menjalan‘i pembebasan sementara dari tugas
jabatannya sebagaimana Diktum KESATU, kepada Sdr. ........

tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
KETIGA . Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT . Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

..........



Ditetapkan di P UUNRORRPO P
pada tanggal o vvesssssennseeneet
Atasan Langsung

--------
..................................




T B L, R —

Lampiran IV: Peraturan Bupati Lebong
Nomor : 34 Tahun 2020

Tanggal : 2Juli 2020

FORMAT SURAT PERINTAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN

KOP PERANGKAT DAERAH
RAHASIA
SURAT PERINTAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN
NOMOR : . cucnsisssunenemmsenstnasibissss
1. Diperintahkan kepada :
Nama S i iessesesesesteesesesonnnssnsaneserasisssasssessOes
NIP S e ereessssscessssssensessssnssasntssennnnsannsenees
Pangkat ¥ o R TG TR
Jabatan T e R R RSPS ;- -
Unit Kerja | s anpessensmmnane e SR A E IS G e &S

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama S i etvestessesessesseessesseescassanaansesnrsanes
NIP e tvestesisesessasssesessssssessesssanesanes

Pangkat i itiiesesseesessesesserannesassanes

Jabatan T R S 1 :

Pada

Hari U PRSP PPPPPPPPRTTEL

Tanggal S ————————— T UL

Jam e meene s ESAS SRR SR e s an HON A

at S iiesssseseesssssessssassssssssenaises cerenaenes L

I‘];Zrngm yang bersangkutan diduga melanggar disiplin

7 Demikian agar surat perintah ini dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .............
pada tanggal 2020
PPK /Pejabat yang
ditunjuk
NAMA....cciiiiiiineeee,
| ] o e S
Tembusan Yth ;
1. cereenersosoassonss
2. cassseverencreras disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang

+*) Tulis pelanggaran
bersangkutan




Lampiran V: Peraturan Bupati Lebong 0
Nomor : 34 Tahun 202

Tanggal : 2Juli 2020

- FORMAT BERITA ACARA PEM ERIKSAAN

KOP PERANGKAT DAERAH

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

|\ [2) ¢ 6 [0) ol

Pada hari ini
terdin dari*) :

1. Nama O e o e ey s e R0
NIP St tessssessesesesssetesessesessacessasanannsansenannans
Pangkat B T e e SO R
Jabatan I e P RO RONO. T~ i
2. Nama A e SRR ©
NIP T o S LS FE SRR TSR T SRR e S R
Pangkat e —_————n e e § 8 FE TGS S e B8
21021020 o DR Y PTEETL
3. Dst.
kan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah ............. SRRREEEE
ﬁzﬁﬁ ar .................... gT};ngggal ................. *) telah melakukan pemeriksaan
terhadap :
Nama SO RPPPPPFP PP TT TS
NIP C i etieesessssessseesestsessssssmasesassseriansens
Pangkat/Gol DT RO = .. 1.1 ;
Jabatan e enenas kSRS SRR e e R R R me 04 4 A .
Unit Kerja e SRR E Y S sx s R s e AR A

Jawaban S e RS AN MRS ST SOR ARG Brhn .
5 PErtAMYAAN  leceessesesssssssssstoss sttt

JaWADAIL  feessessesessessens s s
3. Dst.

repada yang diperiksa membaca kemb._':di keterangan-keterangan yang
gfl;[z;af(lan Iflaka yang diperiksa menandatangani berita acara pemeriksaan ini.

Yang Diperiksa

Nama Lengkap




pcmik‘}aanbgnta acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingal
gurn%a : d:a atan, dltutup dan ditandatan.gani '« | ST pada hari dan tangg
tersebut diatas untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tubei, ... e 2020

Yang Diperiksa Pejabat/Tim Pemeriksa :

Nama R Ry S B £ 1. Nama T - L
L1 NIP Doeaenenenaneeare sttt
Tanda Tangan : Jabatan . Ketua Tim

Tanda Tangan :

L
llllllllllllllllll

*) Coret yang tidak perlu




Lampiran VI : Peraturan Bupati Lebong
Nomor : 34 Tahun 2020

Tanggal 2 Juli 2020

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor : Lebong, ..ococveveereenes’ :

Lan:xpiran : Satu berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan

Terkait Adanya ...............
YiH, coeevsencnnnanennses
di -
Tubel

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya / Surat Tugas ........- seamaenns .*N(-JII'IUI'
 eeeeesenes tanggal ............. *), saya/ kami Tim Pemeriksa yang terdirl atas ) :
| Selaku ...c.ccvvvvennnnnnn..
1 LR SO Selaku .....covvvveneen....

telah melakukan pemeriksaan dan pengecekan sehubungan dengan adanya ...
(kasus yang terjadi/ dugaan pelanggaran yang dilakukan*)).._, pafr'la tanggal ...
s.d. ..., yang hasilnya dengan hormat kami sampaikan sebagail berikut:

I. PERMASALAHAN
(Berisi dugaan pelanggaran

satuan Kkerja)

yang dilakukan PNS atau kasus yang terjadi di

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.................................... (Berisi ringkasan berita acara pemeriksaan
dan/atau keterangan pihak-pihak terkait).........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiinne...

III. DATA LAIN

.....................................................................................................
. .

iiiiiiiiiiiiiiiiiii
---------------------------------------------------------------------
----------

IV. ANALISA _ _
Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai pendukung

pemeriksaan, dapat saya/kami*) sampaikan analisa sebagai berikut

..‘-I-'IIII‘-.".il‘I--I-----'I-'.EI'--'.-.‘ L
--“...-.'.......
L 1

-------------------------------------

V. KESIMPULAN |
Berdasarkan analisa tersebut diambil kesimpulan sebagai berikut

-------------------------------------------------------------------------------
-------

...............................




VI. PENDAPAT
Berdasarkan kesimpulan tersebut saya/kami*) berpendapat bahwa

...............
lllllllll
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

= S S . (Berisi pertimbangan dan tindak lanjut dari kesimpulan)

ttttttttttttttttttt
-------------------------------------------------------------------------

a e &

VII. SARAN

Atas perkenan Pejabat yang Berwenang Menghukum/Bupati®) saya/kami”)
menyarankan agar :

llllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

...... (Berisi usul tindak lanjut dengan berdasarkan pel‘ldﬂpat)

------
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Demikian laporan kami sampaikan, untuk perkenannya.

Atasan Langsung/Tim Pemeriksa*),

1. NAMA ...
1§ 5 P—

2. NAMA ...
NP, ssasemnes

3. Dst

*) Coret/ hapus yang tidak perlu



Menetapkan
KESATU

Lampiran VII : Peraturan Bupati Lebong
Nomor : 34 Tahun 2020

Tanggal : 2 Juli 2020

FORMAT SURAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN ......cccoreveeees —
KOP PERANGKAT DAERAH
RAHASIA
KEPUTUSAN ....cccitverncnememsesanmsessssssssssssuonsas o)
f NOMOR ..cueveviiriiannnens
- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
............................................................ c)
Membaca 3. Laporan dari ............. tanggal tentang pelanggaran disiplin
yang dilakukan oleh Sdr .......cc.ceeee.. NIP .onanemssssssons tanggal
B, eercemerors s s ssnssomsseschas SRy s umesmesmesen RS e R BR SR ST
¢S > el . enee
Menimbang a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut,
STo s SR telah melakukan perbuatan indisipliner berupa
b. bahwa pel-:'bu-at-a;li tersebut merupakan pelanggaran terh.adap
ketentuan Pasal....angka....huruf ...... Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010;
o Ry s e S SRT P ST Y

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu
ditetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin

5 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999:

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

PNS;

....... 3

8. Peraturarl Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS:

MEMUTUSKAN

Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa .....................
kepada :

Nama A

NIP ek SR A i e mnmmmm b o RS
Pangkat ) . T
Jabatan N e B e s s

Unit KEHA 1 ceeversremsssesessimnimsiinii e,
karena yang bersangkutan pada tanggal .........cccceceinni.

telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan




- or 53
Pasal.......angka.....huruf.....Peraturan Pemerintah Nom

- Tahun 2010, S
KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal c};tc - ;};k tan untuk
KETIGA . Keputusan ini disampaikan kepada yang bersang

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2o wy e Sl o
pada tanggal et r
NAMA ..............
NIP. ooooeoeeessessssssssssssennanssnes

Tembusan Yth :

Y SO

U

o T

*) Tulis nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum



Lampiran VIII : Peraturan Bupati Lebong
Nomor : 34 Tahun 2020

Tanggal : 2 Juli 2020

FORMAT LAPORAN KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

KOP PERANGKAT DAERAH
TUDECH, ..cceeeracansansonanosnnnnssnnssss .

r:'f)mm' : 862.1/ P i i KRR / 2'020 Kepada Yth.
Sifat : Rahasia
Lﬂqlpiran - .................................. abupaten Lobong
Perihal : Kewenangan Pelaksanaan di -

Penjatuhan Hukuman Disiplin TUBEI

PNS
Bersamaan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil
pemeriksaan pada Hari ........... tanggal............. 2020, telah dilakukan
pemeriksaan terhadap :
Nama .
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kewenangan untuk menjatuhkan
hukuman disiplin kepada PNS di atas dan menindaklanjuti Pasal 20 Ayat 4

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
mengenai Pejabat Struktural yang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin

PNS dibawahnya merupakan kewenangan .................c.oo.oo.... Sehubungan
dengan hal tersebut, disampaikan kelengkapan administrasi pemeriksaan atas

proses pelanggaran disiplin yang dimaksud sebagai bahan untuk menjatuhkan

hukuman disiplin PNS yang bersangkutan.
Demikian disampaikan untuk disampaikan sebagaimana mestinya.

Atasan/Kepala

--------



@

|

Tanggal 2 Juli 2020

FORMAT PERMOHONAN IZIN UNTUK MASUK KERJA DAN

MELAKSANAKAN TUGAS SELAMA DALAM

PROSES BANDING

ADMINISTRATIF
‘ TUDEL,.cuvveeneecnnrrnsassosaeasenennas
Perihal . Permohonan Izin Kepada Yth.
iga.bupaten Lebong
di -
TUBEI
1. Bahwa atas Keputusan................. NOMOT . euereeecsneennnnns
tanggal....... ZITPPP tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa
pemberhentian dengan  hormat  tidak  atas permintaan

sendiri_/ pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS*), saya telah
menga_]uk_an banding administrative kepada Badan Pertimbangan
Kepegawaian, tanggal................. (fotocopi terlampir).

2. Bahwa sambil menunggu Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian,

3.

dengan ini saya mengajukan permohonan izin untuk dapat masuk kerja
dan melaksanakan tugas di lingkungan

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya diucapkan
terima kasih.

Demikian disampaikan untuk disampaikan sebagaimana mestinya.

Pemohon

---------------
--------------------
-----
---------



